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ABSTRAK

TINJA UAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN VONIS PIDANA
OLEH HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DAN UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN

Oleh
YOEL HATIGORAN GEMBIRA SITORUS

Kekuasaan Kehakiman yangerdeka dan tidak memihadalah ssuatu yang
mutlak dan harus ad&arena merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita negara
hukum da jaminan bagi tegakmy hukum dan keadilan. Konsep independensi
kekuasaan kehakiman mengharamkaangd tekanan, pengaruh dan campur
tangan dari siapa pun.

Tindak Pidana Narkotika adaldkejahatanyang dikategorikan sebagai Tindak
Pidana Khusus yang hingga kini masih menjadi permasalahan dalam hal
pencegahan hingga pemberantasannya. Maka penanganarma@ap kejahatan

ini masih eksis sampai sekag di kalangan penegak hukunajkbpihak Badan
Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, Kepolisian, dan instansi terkait
lainnya yang sedang mencari formulasi yang tepat untuk mengurangi tingkat
ketaangantungan narkotikdi Indonesia.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif dengan mempelajari, melihat, dan menganalisis mengenai beberapa hal
yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan-asas hukum,dnsepsi, pandangan,
doktrin-doktrin hukum, peraturan perundangdangan dan sistem hukum yang
berkenaan dengan permasalahdan pendekatan yuridis empirigilakukan
bertujuan untuk mempelajari implementasi hukumlawma kenyataan atau
berdasarkanakta yangdidapat secara objektif di masyarakat baik dalam bentuk
pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan
efektifitas hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menujukkan bahwa penjatuhamidama oleh

Hakim dalam penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Untlraiang Nomor 8

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwakinti seharusnya dalam
menjatuhkan vonis berkacah@dap apa yang telah diatur dalam Unddahgdang
Narkotika walaupun dalam penerapannya sangat bertentangan melalui Surat Edaran
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Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2013 tetapi demi menjunjung tinggi keadilan
di mata masyarakat sebagai perkebakum yang paling dihormati, akim juga
memutus untuk mencari kebenaraatetil dalam putusannya sertaakim boleh
menilai salah atau tidaknya suatu aturan sehingga boleh disimpangi dalam keadaan
tertentu demi kemanusiaan dan efektifitas terhadap tujuan pemidanaan.

Kesimpdan dalam penelitian ini bahwa Penjatuhan vonis pidana Htatak

Pidana Narkotika di bawah ketentuan undandang teh Majelis Hkim menjadi

sebuah problematikaik dari segi keadilan maupun segi kepastian hukum yang
membuat pesimis Jaksa sebagai Penuntutrmaotuk menuntut sesuai dengan
undangundang danpenegakn hukum, juga kurangnya ukuran atau beratnya
narkoba pada saat tertangkap oleh penyidik yang menggunakan pasal yang sama
dengan ancaman pidana yang sama sehingga timbulnya ketidakadilan di pelaku
maupun di mata masyarakat.

Kata Kunci : Vonis Pidana, Narkotika, Kekuasaan Kehakiman



ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL IMPOSTION BY JUDGES IN
HANDELING OF NARCOTICS CRIMINAL CASES BASED ON LAW
NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS AND LAW NUMBER
YEAR 2009 CONCERNING JUDICIAL POWER

By
YOEL HATIGORAN GEMBIRA SITORUS

Judicial power tht is independent and impartiak, the independence of judicial
power, is something that is absolute and must exist because it s a prerequisite for
the realization of the ideals of a state of law and is a guarantee for upholding law
and justice. The concept of independentgudicial pover forbids any pressure,
inflluence,or interference from anyone.

Narcotics crime is a crime that is categorized as a special crime, which is still a
problem in terms of prevention and eradication. So the handling of this crime still
exists today in lawrgorcement circles. The National Narcotics Agency, hereinafter
referred to as the National Narcotics Agency, the Police, and other relevant agencies
are looking for the right formulation to reduce the level of drug addiction, especially
in Indonesia.

The poblem approach used in this research is a normative juridical approach by
studying, viewing, and analyzing several theoretical matters relating to legal
principles, conceptions, views, legal doctrines, statutory regulations, and related
legal systems. Aempirical juridical approach was carried out, aiming to study the
implementation of law in reality or based on facts obtained objectively in the
community in the form of opinions, attitudes, and legal behavior based on legal
identification and legal effesieness.

The results of the research and discussion show that the imposition of criminal
verdicts by judges in handling narcotics crime cases should be based on Law
Number 35 of 200@oncerning Narcotics and Law Number 48 of 2009 concerning
Judicial Power, and that judges should in passing verdicts reflect on what has been
done. Although it is regulated in the Narcotics Law, although in its application it is
very contradictory througthe Circular Letter of the Supreme Court Number 05 of
2013, in order to uphold justice in the eyes of the community as the most respected
law enforcer, the judge also decides to seek material truth in his decision, and the
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judge may judge wrong or wrong/hether or not a rule may be deviated from in
certain circumstances for the sake of humaanity effectiveness in punishment.

The conclusion of this study is that the imposition of a criminal sentence on
narcotics crimes under the provisions of the laviigyPanel of Judges becomes a
problem both in terms of justice and legal certainty, which makes the prosecutor
pessimistic as a public prosecutor. The lack of drug drugs when caught by
investigators who use the same article with the same criminal threatsntieat
injustice occurs to the perpetrators and the eyes of the public.

Keyword: Criminal Sentence, Narcotics, Judicial Power.
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MOTTO

fiHendaklah kasih itu jangan pupara! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang

baik 0

(Roma 12:9)

fiUsaha dan keberanian tidak cukuppatujuan danargher e ncanaan. 0

(John F.Kennedy)

fiPersahabatan bukanlah sebuah kesempatan, tapi merupakan tanggung jawab

yang manis 0

(Kahlil Gibran)

AfCara bertahan hidup adal ah mengenai du:

(Yoel Hatigoran G.S)
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UndangUndang Dasar 1945 ditegaskan bahwaegdra Indonesia
berdasarkan atas hukurRgchtstagt tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(Machtstaa}l. Ini berarti Indonesiaadalah negara hukum yang dematis
berdasarkan @hcasila dan Undarigndang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak
asasi manusia, dan memj@m semua warga negara sedaeessamaan kedudukannya

di dalam hukum dan pempetahan,serta wajibmenjunjung tinggihukum dan
pemerintahan tanpa terkecuaddukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan
atau yang boleHilakukan serta yang dilarang dengasaran hukum yangendak
dituju bukan saja orang yamyatanyata berbuat melawan hukum atawngkin

akan terjadi kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.
Sistem bkerjanya hukum yang demikianerupakan salah satu bentuk pgaiean
hukum, proses pembangunan yaagat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan
masyarakat, selain itu gat juga mengakibatkan perubahan kondissial
masyarakatyang memiliki dampak sosial negatif terutama menyangkut masalah
peningkatartindak pidana yang meresahkamasyarakat. Salah satu tindak pidana

yang dapat dikatakaienomenal sekarang ini ialathasdah narkotika

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku di setiap negara yang sudah secara

tegas dan diberlakukan untuk masyatadan pada hakikatnya hukundak lain



adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidahnorma.

Fungsi hukunmadalahmenjamin keteraturan dan ketertiban masyarakat.

Hukum sematanata menghukumbukan untuk memanusiakan manusia dan
memberikan efek jera yang mgakitkan sebagai bentuk pembalasan dari perbuatan
yang dilakukan, dalarhal peranPenegak Hkum harusnyanemberikan euforia
yang baik dan stabil terhadap harmonisasi hukum di Indonesia. Hukum yang dibuat
secara menyeluruh dan utakan tetapi penegdiukum tidak bisa memenuhi cita

cita dalam hukum atau peraturan maka sama saja buruknya

Konsep negara hukum yang demikian juga dipertegas dalam Pasal 28 H Undang
Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pentingnya
kemanfataan dan keadilan. Begitu juga dengan Pasal 24 Uibtelagng Republik
Indonesia Thun 1945 yangmenekankan bahwa Kekuasaaehidkiman hars

menegakan hukum dan keadilan.

Hakimadalah pjabatperadilan ngara yang diberi wewenang oleh undamnglang

untuk mengadili diaturdalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Hakim sebagaisalah satu peagak hukum yang dimana membuat
putusan adalah pekerjaaan yang mulia dalam menegakkan keadilan. Peran Hakim
sangat sentral dalam dunia penegakan hukum dan dijuluki sebagai Wakil Tuhan

dalam mengambil keputusan yang arif, bijaksana, dan berkeadilan.

Hakimyang paling dipercaya dalam mengambil keputusan dikarenakan puncak dari
penganbilan putusan ada di tangan Hakim. Sejarah singkat mengahkemnhaitu

mempunyai sikap absolut dalakebijaksanaan putusan yang sesuai dengan



keadilan. Sikap absolutismeakim melegalisir kekuagan raja dalam sistem
pemerintahan monarki absolut yang membatasi kekuasaaralaj chenghukum
atau menyalahkamrang. Hakim pada saat itu muncul akibat dari kewenang
wenangan raja dalam mengambil suatu keputugang terkesan secara

sanbarangan tanpa melihat faktkta yang terjadi.

Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan. Hakim dalam melakukan pemerikseans didasarkan pada

surat dakwaan bukan surat tuntutBialam mengadili €rdakwa, pembuktian dan
faktafakta di persidangan yang akan menentukan terbukti tidakrseomseng
bersalah melakukan suatindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

penuntutumum.

Bahwa letentuan Pasal 24 ayat (1) Undasgdang Dasar 194%enyatakan:

fiKekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyel enggar akan peradil an guna me neg:
sementara di ayat 2 berbunii,K e k u a s a a n dilakekaraokeh selbuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi 0

Kekuasan Kehakimanyang merdeka dan tidak memihakau indeendensi
Kekuasaan Khakimanadalah sesuatu yang mutlak harus ada karena merupakan
prasyarat bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi
tegaknya hukum darkeadilan. Konsep independenkiekuasaan Khakiman

mengharamkan adanya tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun.



Bahwa dalam hal pernyataan diatas diperkuat dengan Putdsékamah
Konstitusi yang berisi bahwasangensip independensi peradilan melekat sangat
dalam dan hamutercemin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan
atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi
peradilan yag beribawa, bermatabat, darpe¢ecaya. Independensiaim dan
pengadan terwujud dalankemerdekaan &kim, baik sendirii sendiri maupun
sebagai institusi, dari pelbaga¢ngauh yang berasal dari luar diriadim berupa
intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa rayu, tekanan,
paksaan, ancamaatau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi
tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok, atau
golongan tertentu dengan jamgitaupun imbalan berupa keuntungan jabatan,
keuntungan ekonomi, &l bentuk lainnya. &merdekaan &kim sangat berkaitan

erat dengan sikap tidaberpihak atau sikap imparsialakim, baik dalam
pemeriksaan mawm dalam pengambilan keputusaaliin yang tidak independen

tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparsial dalam menjalan&anytalg

Tujuan hukum acara pidana edah menemukan kebenaran materfilalam

menemukan adanya kebenaran itwakhh tidak boleh begitu saja menjatuhkan
putusan pidana kepada sewmgaTadakwa, kecuali apabila dengan sekurang
kurangnya dua alat bukti yang ss¢hingga memperoleh keyakinan. Hal ini untuk

menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

! Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/BUU2015.

2 SYRNRA 1 . S GNXE AkihaNFukum Putusal Halki®ang 6 H 1 My 0 = @
Menjatuhkan Putusan Diluar Surat DakwaRenuntut Umurd, Justitia Jurnal Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 2 No.1, April 2018, him. 129.



Apabila hukum acara pidana itu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan
hukum pidana maka untuk mewujudkan fungsi tersebut diperlukan perangkat

pelaksana penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim diaokAt.

Menurut S.M. Amin, hukum acara pidana adalah sebagai kumpulan ketentuan
ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran
dan keadilan bila terjadi perkosaan atas desketentuan hukum dalam hukum
material, berarti memberikan kepada hukum acara ini suatu hubungan yang

imengabdi 0 terha@dap hukum materi al

Dalam mengikuti perkembangan zamaendmena sekarang ini banyalakim

yang memutus suatu perkara sering melebild ggng diminta dengan alasan
mencari keadilan secara materiil. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara,
menghadapi suatu kgataan bahwa hukum tertuligdak selalu menyelesaikan
permasalahan yang dihadgyga sering bertolak belakang. Maka dari itutgrat

perbedaa@antara hukum tertulis dengan keyakirakim.

Mengenai Hkim yang sering memutus suatu perkara yang melepaiyang
diminta dalam amarytusan kkim, baik H&kim di Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi, maupun Mahkamah Agung sebagai bgolenadilan tertingi.

Hakim dianggap mengetahseluruh hukum sehinggiaak boleh menolak perkara
ataulus Curia Novit apapun PutusandHiim harus diaggap benar sampai ada

Putusan ldkim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya atau dalam

3/ @ 52A4YFY { | M&UNMbEEa Pidaia>d 30 .al yIRdzy6dY t SYSND A

Aulia, 2018), him. 1Q1.



istlahnyan e s j udi cat a pr Ruangéngkug ldkimdiatirdalamt ur o
Pasal 1 angka 5 Undaténdang Ké&uasaaan Kehakiman yaitu Hakipada
Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan peradilan wm, lingkunganperadilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan padilan tata usaha negara darakiin pada

pengadilan khusus yang berada dalangkungan peradilan tersebut.

Hakim memiliki independensi dalam memutus tanpa harus terikat dengan tuntutan
yang diajlkan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tatajgpendensi Hakim sering

salah gunakaaleh Hakimdalam memutus suatu perkara dengefawan apa yang
ditulis oleh undangindang.Sering kaliterjadi dalam pésara pidana biasa dan bisa
tejadi dalam perkarpidana khusutermasuk Thdak Pidana MNirkotika. Sekarang
Tindak Pidana Hrkotika sudah ditanggapi seaaerius oleh Penegakukium yang
secara tidak langsungnerusak seneiendi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Jika dibiarkaerus menerusarkotka menjadi persoalan yankyitis di

masyarakat dan juga membahayakan generasi muda.

Bahwa terkait dengan Tindak Pidana Narkotikagaetung daripasal yang
didakwakanada yang $atnya menghukm. Kalau dilihat darisifat menghukum
berkaitan dengaformil dan materiil, yang mana formil secara korbolatif termuat
dalam pasapasaltertentu yang menyangkut asagdlitas, paham legalitdmarus
termuat dalam rumusan pagassal tertentu,tetapi sebaliknya ada juga
penghukuman secara materiil yang tidak memuat dalam rumusan pasal dalam hal
ini mengandun@ kategori ada fungsi negatif dan ada fungsi positif. Kalau fungsi

negatif ada suatu undaigdang baik itu sifatnya larangan atau kevailyang



dilanggar tapi dalam asas kepatutan tidak bisa dikenakan tetapi ada yang positif
walaupun tidak ada aturan tertentu dakuatu undangndang secarartiitatif den
normatif dapat dikenakamasas kepatutan yang indentik dengan milki hukum

baik tertulis atau tidak tertulis dabisa dilakukan penerapan hukum berikutnya
harus ada unsur kesalahan walaupun tidak secara normatif tidak sgesedte

yangdimasukan dalam rumusan paal.

Bahkan dalam undangndangnarkotika sendiri pun mengatur dan rgagomi

secara eksplisit dengan berasaskan:

Keadilan;
Pengayoman;
Kemanusiaan;
Ketertiban;
Perlindungan,;
Keamanan;
Keamanan,;
Nilai-nilai ilmiah; dan
Kepastian hukum.

TIOMmMOOWP

Undangundang ini bertujan untuk menjamin ketersediaararkotika untuk
kepentinganpelayanan kesehatan dan/atangsmbangan ilmu pengetahuan,
teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelematkan bahgkmesia dari
penyalahgunaanamnkotika, memberantas peradaran gelagkatika dan Prekursor
Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya léhasi medis dan sosial bagi

penyalalguna dan pencandarkotika.

4 Keterangan Ahli yaitDR. Sy. Asyim Azizurrahman, S.H., M.Hum, Dalam Putusan
Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Smg.



Penerapan yang ada dalam undandang dengapraktik di lapangan seperti di
Pengadilan juga tidak selalu begaldengan baik, juga penerapaméngUndang
Narkotika juga mengel ancaman minimal, namun ancaman pidana minimal ini
dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan dikenakan kepada perbuatan
pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapdenakan apabila tindak

pidanarya

1. Didahului dengan permufakatan jahat;
2. Dilakukan secara tergorganisasi;
3. Dilakukan oleh korporasi.

Bahkan di Imlonesia dikatakan aneh, karenakiin menafsirkan sendiri dan
menggunakan pringikeyakinan kkim yang menyimpang dari dibubindang
Undang Nirkotika. Secarale jure penyalalguna untuk dirisendiri digolongkan
sebagai pelaku kejatan, tetapi secade factopenyahhguna narkotikaintuk diri
sendiri (pasal 127 ayd) diancam degan pidana kurangadi 5 (lima)tahun serta

tidak memenuhi syarat ditah&n.

Banyak yang terjadi terhadap pemidangagiaku kejahatan Tindak Pidana
Narkotika yang menggunakan narkoba seperti sabu dalam jumlah yang kecil atau
bahkan kurang dari 1 granan vonis yang dijatuhkan olehakim sangat tidak
sesuai dengaapa yang dituntut atau diminta oldaksa Penuntut Umuketika
dipersidangan berlangsung, problematika inilah yang menyebabkan penulis ingin

membahas lebih dalam mengenatetguan terhadap melampaui undamnglang

SDIF G234 { dzLINJ Y 2 yHuEum{N&akolsaIndanelib>dzYosWIda] | NI 'Y t Sy SNbD
Djambatan, Cetakan ketiga 2007), him.199.

61 y I y3 L ®&qlittk AwkunNSarkaiika = adan\PT{Elex Media Komputindo
(Kompas Gramedia), cetakan kesatu, 2020), hlr218



dan keadilan, kemanfaatan, d&®pastian hukum dalam putusarakin yang
mengginakan penghukuman fgasarkan Suratdaran Mahkamah Agung sebagai
patokan dasar bukan dasar dari undamgang yang bahkan sudah dibuat terlebih

dahulu untuk mengisi kekosongan hukum.

Dalam halpeneapan teori dengan praktik yang berada di lapangan sangaitah
berbedderhadap apa yang telah tertulis dengdak tertulis dan bisa enimbulkan
kesewenangvenangan ldkim dalam mengambil suatu putusan yang dianggapnya
benar melalui penafsirannya sendilan lagi penerapadimungkinkan menjadikan
Hakim memilki independensi daKebebasan &kim dalam mengambienafsiran
sekaligus vonis bagdrerdakwa. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk
membuat t ul i s &injaugmYurglis BeehadppuPdnjatuhari \Vonis
Pidana Oleh Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak PidandNarkotika
Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakimao .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diataporan akhir pengganti skripsii disusun oleh
penulis dengan juddiTinjauan Yuridis Brhadap Penjatuhan Vorisdana Oleh
Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakimam

1. MengapaPenjatuhan Vonis Pidanatas Tindak Pidana Narki&a Dibawah

Ketentuan Undantyndang Oleh Majelis Hakifh
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2. Bagaimana Independensi Hakiktenjatutkan Pidana dalamédpkara Tindak

Pidana Narkotika awah Ketentuan Undargndang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan olehligemaka tujuan penelitian ini

yaitu:

1. Untuk mengetahui alasaHakim Menjatulkan Vonis Pidana dalam Perkara
Tindak Pidana Narkotikdibawah Ketentuan Undangndan@

2. Untuk memahai dan menganalisis independernsakim dalam memutus

Dalam Perkara Tindak PidanafKotikadibawah Ketentuan Undasigndang?



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Pustaka

Tindak Pidana Narkotika adaldtejahatan yang dikategorikan sebagai Tindak
Pidana Khusus yang hinggkini masih menjadi permasalahan dalam hal
pencegahan hingga pemberantasannya. Maka penanganannya terhadap kejahatan
ini masih eksis sampai sekarang dikalangan penegak hukum, baik pihak Badan
Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, Kepolisianjmsansi terkait

lainnya yang sedang mencari formulasi yang tepat untuk mengurangi tingkat

ketergantungan narkotikai Indonesia.

Gencargencarnya pemberantasan tindak pidamekatika membuat penegak
hukum kelelahan apalagi banyak faktor yang menyebabkettak Pidana Khusus
ini menjadi sangat liar dan lagi obalbat yang terlarang dan berbahaya justru

membahayakan kaum generasi muda yang diakibatkan dari konsumsi narkoba.

Pemerintah daBadan Narkotika Nasional (BNN) berserta imsiaainnya sering
melakukan kajian melaluseminar yang bibentuk sosial atau hukum dalam bentuk
penyuluhan yang bersifat preventif untuk menjelaskan betapahagrbaarkotika

di kalangan umum.

Maka dari itu pemberantasaarkotika dilanjutkan dengan cara membuat tulisan,

slogan untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika yang sudah menyerang bangsa
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dan negara di dunia, dan generasi muda menjadi tidak stabil daarumkan

semangat kemanusiaan.

1. Vonis

Vonis adalah penjatuhan puémsoleh Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara
yang sedang diputuskan dengan berdasarkan unataiagng dan keyakinan hakim
itu sendiri. Ketentuan ini sudahijelaskan dalam Pasal 1 angka KUHAP

ditentukan bahwa:

fiPutusan Pengadilan adalgbernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbukayang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang
undan@ .

Putusan ldkim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan
di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dianus ditandatangani

Hakim dan Rnitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).

Pada jenis putusan seperti ini prosedurahgy harus dilakukamdalah setelah
persidangan diyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas
terdakwa, dan peringatan agar mendengar dan memerhatikan segala sesuatu di
dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, keberatan, pemeriksaaktiala
replik, duplik dan kemudian reeplik dan reduplik, pernyataan pemes&an

ditutup, serta musyawarah Majeliskim dan pembacaan putusan.

Adapun mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa
Apenet apanod a yamgberSumibet pada &etentsae Pasabl56 ayat (1)

KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/
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penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Akan tetapi,
secara materiil perkara tersebut dapat dibuka kembabilapsalah satu pihak
(terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan
perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi
memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pés@ain perkara yang

bersangkuta. Dari ketentuan tersebutatas, maka dua sifat putusaakimn yaitu:

a. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwadah Penuntut bhum dalam
surat dakwaannya telah terbukti secgah dan meyakinkan menurut hukum;

b. Putusan yang bukan pemidanaan dapat bgoupssan bebas/ijjspraak) dan
putusan lepas dari segala tuntutan hukonskag van recht vervolging

Pada hakikatnya putusaemidanaan merupakan putusaakirh yang berisikan
perintah kepada érdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang
dilakukannya sesu@engan amar putusan. Apabilalim menjatuhkan putusan
pemidanaan, &kim telah yakin berdasarkan a#dat bukti yang sah serta fakta
fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatanasabag dalam

surat dakwaan danakim tid&k melanggar ketentuan pasal 183 KUHAP.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepadagd&adakwa tidak
lain adalahputusan yang drisi perintah untuk menghukumeidakwa sesuai

dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan

Berikutnyamengenai Putusan bebas yaiterdakwa dijatuhi putusan bebas atau

dinyatakan bebas dari tuntutan hukumnrij( spraak atau acquittal Untuk

" Lilik MulyadiHukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat
Dakwaan, Ekspesi, dan Putusan Peradikandung PT. Citra Aditya Bakti, Cet.IV. 2012).124
125.



14

mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, sudah ditentukan dalam

Pasal 191 ayat (1), yamgenjelaskan apabila pengadilan berpendapat:

a.Dar i hasi | pemeri ksaan fAdi sidango peng
b.Kesal ahan terdakwa atas perbuatan yang ¢
secara sah dan meyakinkan

Adapun untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukumsla van recht
vervolging diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP. Pada putusan jenis ini dapat
disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti
secara sah dan menyakamkmenurut hukum. Akan tetapiefidakwa tidak dapat
dipidana kaena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana,

melainkan merupakan ruang lkugp hukum perdata atau administrasi negara.

2. Pidana

Dalam memahami hukum pidana, Menurut J.M. Van Bemmelen terdapat dua
pengertian dalam hukum vyaitu hukum materiil dengan hukum pidana formil.
Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut beittunutt
peraturan umum yang dapat diterapkarhadap perbuatan itu, dan pidana yang
diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum patembmengatur cara
bagaimanaacara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang

harus diperhatikan pada kesempatan itu.

8 M. Yahya Harahafembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kakiada: Sinar Grafika,
Januari 2005, cet kB), him.347.
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Menurut Mr. Tirtaamidpja menjelaskan hukum pidana matetah hukum pidana
formil yaitu hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan sspaedt bagi pelanggaran
pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapatkwin dan
menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah
kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana
materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tertentu atau dengan kata lain,
mengatur cara bagaimahakum pidana materiil diwujudkasehingga diperoleh

keputusan Ekim serta cara mengatcara melaksanakamputusan kekim.®

Pompemerumuskan bahwa suastrafbaarfeititu sebenarnya tindak pidana dari
suatu tindakan yang menuratmusan undangndang telah menyatakan sebagai
tindakan yang dapat di hukum. Tindak pidana menurut Simons yang mengartikan
bahwa: strafbaarfeit (terjemahan harafiah: peristiwva pidana) adalah perbuatan
melawan hukum yang yang berkaitan dengan kesalatdl() seseorangang

mampu bertanggung jawab.

Sedangkan Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbugimiana adalah
perbuatan yangildrang oleh undangndang dan diancam dengan pidana, barang
siapa yang melanggarnya. rigertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya

perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks

9 Leden MarpaungAsas Teori Praktidukum Pidana(Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta,
November 2008, cet kB), him.2.
10 Andi Zainal Abidin Farid, 1998ukum Pidana [Jakarta: Sinar Grafika), hif4.
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ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keadaan pelaku

tindak pidana, ancaman pidana, sifatam&an hukum, dan alasan pembena

Berdasarkan Pasal KWHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara,
pidana kurungan, pidana denda dan pidana tufypga adanya pidana tambahan
terdiri dari pencabutan halak tertentu, erampasan baradgzarang teentu,

pengumuman putusarakim.

3. KekuasaanKehakiman

Berdasarkan ketentuan Undadgdang Dasar 1945 dan Undaldgdang
Kekuasaan Kehakiman di satu pihak kebebasan atau kemerdelkadadikepada
institusi pelaku Kekuasaanelkakiman yaitu Mahkamah Agung, beserta badan
badan perdilan di bawah Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawdanya
Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakameradilan guna menegakkan

hukum bebas dan mandiri.

Bahwasebagai konsekuensi kedudukaakhin sebagai pejabat yang melakukan
Kekuasaan Khakiman i(echters als uitvoerdervan rechterlijke maothdlam paal

31 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman daakkin wajib menjaga kemandirian
peradilandalam pasal 33 Undargndang Kekuasaan Kehakiman yang secara
inheren Hakim juga secara individual mgandang kemandiriannya sebagai
Hakim, sehinga seorang KetuaglRgadilan pun maupufetuaMahkamah Agung

tidak boleh mengintervensidkim yang sedang menangani perkara.
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Menurut Prof Dr. Ismail Suny, bahwa duniaakim itu ternyata tidak imun
terhadap penyelewenggenyelevengan dan korupsi, karena itu ada yang yang
menyebut KUHP sebagai kasih uang habis perkara dan semuanig be

negotiated in indonesia

Ketika seorang Bkim sedang menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arif
dan bijaksana, menjunjung tinggilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat
aktif dan dinamis, berlandaskapada perangkat hukum positif, melakukan
penalaran logis sesuai danasels dengan teori maupun prakti&n pertanggung
jawaban Hakim terhadap Terdakwagran, maupun kepadeuhan Yang Maha

Esa sehingga iraltah Hakim dalam putusannya adalBerdasarkan Ketuhanan

yang MaheEsa

Karena tugas itulah yangnenpdi pangkuan berat bagi akim dalam
kemandiriannya guna menegakan keadilan yang harus ditegakkan. Sehingga dalam
menegak&n hukum dan keadilan tidaklahlespas dari masalah lain seperti kolusi,

korupsi, nepotisme, dan yang akhirnya merugikastiabelen(pencari keadilan).

Hakim juga mempunyai cara pikir dan pandang terhadap hjylkganproses dan
cara berfikir Hhkim untukmenemukan hukum dapat dikelompokkan ke dalam 2

(dua) aliran, yaitu:

1) Aliran konservatif; dan
2) Aliran progresif.

Aliran konservatif dan aliran progresif pernah menjadi primadona pada jamannya

masingmasing. Sebagai reaksi terhadap tidak adanya kepastian pakiasekitar
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tahun 1800, oleh karenpengunaan hukum kebiasaan yang beraneka ragam,
muncullah gerakagerakan koilikasi. Dalam hal ini artinya Bkim dalam
memeriksadan berusaha mempertahankanimiéai yang ada dalam asyarakat

dan menjaga stalitas hukum itu sendiri sesuaiengan perkembangan zaman dan

teknologi masyarakat.

4. Narkotika

Nar koti ka berasal ndreed i y preg khemant iYunanbi
tidak merasakan apap a . Nar koti ka ndicssusas gshnglaber &knratt
sejenistumbuhtumbuhan yang mempunyai bunga yang dapambuat orang

menjadi tak sadar. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical
Staffadalatih Nar cot i ¢ s gnoducednhsenspitity ovsdtupor due to their

depressant effect on the cemtreervous system. Included in this definition are

opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates

(mepe i di ne, mMethadone) 0.

Narkotika sediri diatur dalam Undantyndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

narkotikamemberi pengertianamkdika dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu:

fiNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintesis maupurensisintetis yang dapat menyebabk
penurunan atau perubahan kesaah, hilangnya rasa, mengurangi sampai

lintong O, SiahaaReran Hakim Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesihal
Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Bgaat Menghasilkan Putusan Yang
Berkualitas Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahu&eNo.1 JanuarMaret 2006, him. 34
35.

2wijayanti Puspita DewRenjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika
Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undandang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang NarkotikaJurnal Hukum Magnum Opus, Februari 2019 Volume Il, Nomor 2, him.60.
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menghilangkanrasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang
dibedakan ke dalam golonggolongan sebagaimana terlampir dalam
UndangUndang ind.

Il stilah narkoti ka vy aancgticsal i pad fgrongealdgia n b u k a |
(farmasi) melainkan sama artinya dea rdrugd yai tu sejenis zat
dipergunakan akan membawa efek dan pengpemgaruh tertentu pada tubai

pemakai, yaitu:

a. Mempengaruhi kesadaran;
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhaetdpku manusia;
c. Pengarukpengaruh tersebudiapd berupa:
1. Penenang;
2. Perangsang (bukan rangsangan);
3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara
khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaraan akan waktu dan témpat).

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam kb uNarcotic
Indentification Manua , sebagai mana di kutgRiyadDj oko P

dan Mukhsin dikatakan:

fiBahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokataatzat
yang bahan mentahnya diambil dari beraenda tersebut, yakni morplen
heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang
menghasilkan zatat, obatobat yang tergolong dalam Hallucinogen dan
Stimuland .

Bahwa M. Ridha Madaruf menyi mpul kan bahw:

a. Bahwa rarkotika aé dua macam, yaitnarkotika alam dan narkotikangesis.
Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai candu, morphine, heroin, ganja,
hashish,codein dan cocaine.Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian
sempit. Sedangkan narkotikantginsis adalah termasuk dalam petigar
narkotika secara luas. Narkotilsmtetis yang termasuk di dalamnya zzit
(obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat ya#illucinogen depressantdan
stimulant

3 Moh. Taufik Makarao, S.HVI.H, DkkTindak Pidana NarkotikgJakarta: Ghalia
Indonesia,September 2003), him. 17.
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b. Bahwa narkotika itubekerja mempengaruhi susunaaras sentral yang
akibatnya dapatmenimbulkan ketidaksadaran atau pembiusBerbahaya
apabila disalahgunakan;

c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakupoblaatbius dan
obatobat berbahaya atanarcotic and dangerous drugs

Narkotika pada Pasal M.M.O staatblad1927 No.278 jo. No. 536 adalah untuk
tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candy otatene
kasar,codeinehanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka ghtegtukan

undangundang, yaitu:

a. Apoteker dan ahli kedokteran;
b. Dokter hewan;
c. Pengusaha pabrik obat.

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan
perubahan pada perilaku, perasaan, pikig@ersepsi, kesadaran, halusinai

samping dapat digunakan untuk pembiusan.

Penyalahgunaamarkotika merupakan pema#a rarkotika (obat) secara berlebih
dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik,
mental, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat. -Jemis Narkotika yang

perlu diketahui dalam kehidap selri-hari sebagai berikut:

Candu ata disebut juga dengaopium
Morphine

Heroin;

Coccaine

Ganja;

Narkotika Sintesis atau buat&h.

~®ooo0op

14 Dwi Indah WidodorHukum Pidana, Narkotika, ddsikotropika (Surabaya:
R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), Oktober 2019), Ha®.. 34
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5. Integrated Criminal Justice System

Sistem Peradilani®ana menuruvlardjono Reskodiputradalah merupakan sistem
dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi
diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalambét@ss

toleransit®

Dalam hal Sistem Peradilarid@nasebagaimana yang diuraikan olktardjono
untuk menanggulangi masalah kejahatan, dikarenakan hukum pidana
membutuhkan suatu sistem yang membentuk suatu kesatuan agar bisa menyatakan

seseorang menjadi bersalah atau tidak bersalah.

Dikaji dari perspektif Sistem PeradilandBna €riminal justice systeinmaka
Indonesia dikenal lima institusi yang merupakan subsistem peradilan pidana.
Terminologi lima institusi itu dikenal sebagai pancawsngenegak hukum yaitu
Lembaga kepolisian (UndangJndang Nomor 2 tahun 2002), Kejaksaan (Undang
Undang Nonor 16 tahun 2004), Pengadilan (Unddsndang Nomor 49 Tahun
2009), Lembaga étmasyarakatanUndang Undang Nomor 12 Tahun 1995),

Advokat (UndangJndang Nomor 18 tahun 200%).

15 Mardjono Ré&sodiputro,Hak Asasi Manuaidalam Sistem Peradilan Pidana
(Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
Universitas Indonesia, 1994), him.-88.

16 Lilik MulyadiOp.Cit, him.23.
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Mengenai Integrated Criminal Justice Systeatau Sistem Peradilaniddna
Terpaduyaitu terdapat $tiga) komponen yang akan membentuk sinkronisasi atau

kesamaan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka
hubungan antar lembaga penegak hukum;

2. Sinkronisasi gbstansial adalah keserempakan daselarasan yang bersifat
vertikal dan horizontal dalam kaitanya dengan hukum positif;

3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalaghayati
pandangaipandangan, ikap-sikap dan falsafah yang secammenyeluruh
mendasari jalannya sistem peradilan piddna.

Artidjo Alkostar membandingkan negara di Amerika dan Belanda, bentuk dari
Integrated Criminal Justice Systemereka dengan standarevasional yang jelas,
sehingga nasib setiap detik, nasib naramdserkontroldan hak asasi manusia
terjamin.Integrated Criminal Justice Systdrarus diterapkan dengan berbagai cara
yaitu dengan segala proses hukum dari mulai penyidikan hingga eksekusi tercatat
dan terinformasi dengan baik, kolaborasi penegak hukuin jigp menagsang

semangat melawaintlak pidana karena memiliki tujuan yang safha.

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang sesungguhnya adalah
bukan saja pemahaman dalam konsep Alntegr
pidana terpadjuga mencakup makna substansiil dari urgensitas simbolis prosedur

yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara

17Nyoman Styayudhadananjaygistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal
Justice System) Di kaji DagrBpektif Sub Sistem Kepolisiafyavahara Duta, Volume IX, No.1,
September 2014.

18 Diambil dariMajalah Integrito, Sesak Lapa&disi 2, 2019, him 280.
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terintegrasi. Dalam hal penegakan hukurbéetuk agar menegakan hukuhukus

nya hukum pidana dengan melakulegemegakan hukum terhadap keadilan.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum yaitu pekeegayang dilakukan oleh Aparat
Penegak Hkum demi terlaksananya hukum dan sesuai@aengatnilai ada yang

ada di Masyarakat.

Menurut Soerjono Soekantaecara konsepsional, maka inti darti penegakan
hukum terletak padadggiatan menyerasikan hubungalainnilai yang terjabarkan

di dalam kaidatkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabananilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).
Dalam hal faktoifaktor yang juga mepengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ruang lingkup undamgang dan peratan
yang ada dibawahnya;
2. Faktor penegak hukum, vyaitu pikphak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
Faktor masyarakat, yaiitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan;
5. Faktorkebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

how

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ruang lingkup dari istilah

Apenegak hukumo adalah |l uas sekal i, ol eh

19 Soerjono Soekant FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Huk(akarta:
Rajawali Pers, Agustus 2016, cet1kg, him.8.
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tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksudkan
dengan penegak hukum bukan hamencakupaw enforcementetapi juggpeace

maintenancg®

B. Profil Instansi

1. Deskripsilnstansi

Kejaksaan R.l. (Republik Indonesiaglalah lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara,hltisusnya di bidang penuntutangbagai badan yang
berwenang dalarpenegakan hukum danddilan.Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa
Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara
khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanyapalksn satu kesatuan yang
utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undarddndang No. 16 Tahun 2004 yang meaggkanUndang
UndangNo. 5 Tdun 1991 tentang Kejaksaan Republik IndoneKigyaksaan
sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntuk lettih berperan dalam
menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak
asas manusia, serta pemberantasan korupsius(, dan repotisme (KKN). Di

dalam undangundangKejaksaan yang baru ini, Kejaksaan. Rebagai lembaga
negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari

20 28t | | Apkkal2KxddibiliEas Hakim Dapat Dipertahankawebsite Pusat
Studi Bantuan Hukum, 16 Juni 2019.
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pengaruh kekuasaan pemerintah dan pendeekhasaan lainnya (Pasal 2 agat
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa
Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan
Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada t@aprnsi. Seperti
Kejaksaan NegeriKejari) Bandar Lampung adalah lembaga Kejaksaan R.I.
(Kejaksaan Republik Indonesid¢ngan wilayah tugas di Kota Bandampung.
UndangUndang Nomorl6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisidesaal

peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di
poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di
persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.
Sehingga, Lembagsejaksaan sebagai pengendali proses perkaeinus Liti3,

karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apaitatkasus dapat
diajukan ke pngadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum
Acara Pidana.

Perlu ditambahkanKejaksaan juga merupakan saftunya instansi pelaksana
putusan pidanaekecutive ambtenapr Selain berperan dalam Perkaradpa,
Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,
yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkidesdata dan Tata Usaha Negara
sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut
diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan,

dan wewenang lain berdasarkan undandang.
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2. Sejarah Lokasi Tempat Maggn

Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman
kerajaan Hindwawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah
dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan
tertentu di kerajaan. Istilakstilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari #atta

yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah
pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya d?issat Hayam Wuruk
tengah berkuas@ 3501389 M). Dhyaksa adalahalim yang diberi tugas untuk
menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa inindipimpi
olehseorang adhyaksa, yakni Hakierttnggi yang memimpin dan mengawasi para
dhyaksa tadi.

Keteranganni didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mgatakan

bahwa adhyaksa adalah e®awas dpzichte) atau Hakim ertinggi
(oppenrrechter. Krom dan Van Vollenhoven, juga seorangnpliti Belanda,
bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga
adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, bagang ada relevansinya dengaksh dan
Kejaksaan antara lain adal@penbaar MinisterieLembaga ini gng menitahkan
pegawaipegawainya berperan sebaddagistraat dan Officier van Justitiedi

dalam sidand.andraad (Pengadilan Negeri)jurisdictie Geschiller(Pengadilan
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Justisi) darHooggerechtshofMahkamah Agung) dibawah perintah langsuag d
Residen /Asisten ResidenHanya saja, pada praktiknyéungsi tersebut lebih
cenderung sebagai perpanjangan tangan Belbekd&a. Dengan kata lainakksa
danKejaksaan pada masa Penjajaha&maBda mengemban misi terselubung yakni
antara lain:

a. Mempertahankasegala peraturan negara;

b. Melakukan penuntutan segala tindaétgng

c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan
delik-delik yang berkaitan dengdratzaai atikelenyang terdapatlalam Wetboek

van Strafrech{WvS. Peranan Kejaksaan sebagai ssdtunya lembaga penuntut
secara resmdifungsikan pertama kali oleh undangdang pemerintah zaman
pendudukan &ntara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti@sstimu Seirei
N0.3/1942, No0.2/244 dan No0.49/1944. Eksistensiejdksaan itu berada pada
semua jenjang pengadilan, yakni sej8kikoo Hoooin(Pengadilan Aung),
Koootooo HooinPengadilan Thggi) danTihooo Hooin(Pengadilan KMgeri). Pada
masa itu, secarasmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejatan dan pelanggaran;

2. Menuntut grkara;

3. Menjalankan putusan pgadilan dalam perkara kriminal;

4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara
Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal Il Aturan Peralihan UUD 1945,

yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya

mengamanatkan bahwabséum Negara Republik Indonesmembentuk badan
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badan dan peraturan negarangadiri sesuai dengan ketentuan undandang

dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.
Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan
Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya,
yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) dipuiskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara
Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus
menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pahaarirbejak

awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan R.l. telah mengalami 22 periode
kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan
Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I,
juga juga mendami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan
kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undandggndang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama
berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahk@danglndang

Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentiéatentuan Pokok Kejaksaan R.l. undang
undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang
bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen
Kejaksaan dilakukan Bhteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang
diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang

Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan petemkejaksaan dalam
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struktur organisasi departemen, disahkan Undamdgang Nomor 16 tahun 1961
tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I.
sesuai dengan perubahan dari Undadngang Nomor 15 Tahun 1961 kepada
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1991, tentang KejaksRd. Perkembangan itu

juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi
Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 199
tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir diteriggencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah
Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan
Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Unutelang

tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni detigadangkannya
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undardang

Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undangdang ini disambut gembira banyak

pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan
bebas dari pengarlekuasaan peetmintah, maupun pihak lainnya.

Dalam UndangJndang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.l. Pasal 2 ayat (1)

di tegaskan bahwa AnKejaksaan R. 1. adal ah |
kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewankangderdasarkan
undangundango. Kejaksaan sebadamnuspedngendal i

mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi
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Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke
Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara
Pidana. Disamping sebagai penyandBogninus Litis Kejaksaan juga merupakan
satusatunya instansi pelaksana m#no pidana gxecutive ambtenapr Karena
itulah, Undangundang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam
menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.l. sebagai lembaga negara
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan aeljdxidang penuntutan.
Mengacu pada UUersebut, makgelaksanaan kekuasaan negara yang diemban
oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasanangtdaiam
Pasal 2 ayat (2) Undarigndang Nomod 6 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah
lembaga pemerintah yang melakaskan kekuasaan negara di bidang péumtan
secara merdeka. Artinya, bahwdalam melaksanakan fungsi, tugas dan
wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh
kekuasaan lainnya. Ketaian ini bertujuan melindungi Profesakda dalam
meaksanakan tugas profesionalnya.
UndangUndangNo. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonpgia
telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 30, yaitu :
1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang

a. Melakukan penuntutan;

b. Melaksanakan penetapanakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, #aputusan bersyarat;

d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undangundang;
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e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan denganyidik.

2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk t#sreama negara atau
pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan tketraman umum,Kejaksaan turut
menyelenggaran kegiatan:

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c) Pengamanan peredaran barang cetakan;

d) Pengawasamliran kepercayaan yang dapaembahayakan masyarakat

dan negara;

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undatiéndang Nomorl6 Tahun 2004 menegaskan bahwa

Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menetapkan se@atakwa di

rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena

bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oldtahgdng dapat
membalayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang

UndangNomor 16 Tahun 2004ersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan

wewenang tersebut dalam undamglang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan

wewenang lain berdasarkan undamglang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaarbima hubungan

kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau

instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat
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memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepadtlasi pemerintah

lainnya.

Pada maseeformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai

lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga

lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif

sebagai mitra Kejaksaan dalam memer&ogipsi. Sebelumnya, upaya penegakan

hukum yang dilakukan terdap Tindak Pidanatupsi, sering mengalami kendala.

Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaargmun juga oleh Kepolisian Republik

Indonesiaserta badabadan lainnya.

Kendala tersebut antalain:

1. Modusoperandi yang tergolong canggih;

2. Pelaku mendapat perlindungan dariggyratasan, atau tem#mannya;

3. Objeknya rumit ¢ompilicated, misalnya karena beskan dengan berbagai
peraturan;

. Sulitnya mengimpun berbagai bukti permulaan;

. Manajemersumber daya manusia;

. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kaldegapaga penegak hukum yang
ada);

. Sarana dn prasarana yang belum memadai;

. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta
pembakaran rumah penegak hukum.

o 01 b~

o~

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan
berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu
ke waktusejak rezim Orde Lama. Undangdang tindak ipdanakorupsi yang lama

yaitu Undangundang Nomoi31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga
diganti denga UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam undandangni

diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang
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lebih berd, bahkan hukuman rtigbagi koruptor. Belakangan undaogdangini

juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak
adanya aturan peralihan dalam undandang tersehlut. Polemik tentang
kewenangan Jaksa daoliBi dalam melakukan pgidikan kasus korupsi juga tidak

bisa diselesaikan oleh undamgdangini.

Akhirnya, Undangundang Nomor30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara
tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang
dilakukan secara konvensional selamaerbukti mengalami berbagai hambatan.
Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan
sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas
dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan konepgingat
korupsi sudah dikategorikan sebaggiraordinary crime

Karena itu, Undardgyndang NomoB0 Tahur2002 mengamanatkan pembentukan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus tindak pidana korupsi. Sementanduk penuntutannya, diajukan oleh
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan

4 Wakil Ketua yang masingasingmembawahi empat bidang, yakni pendeus
penindakan, informasi darath, pengawasan internal dangaduan nsyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan
penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan R.I.
Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional
KejaksaanHadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara

pidana, antara lain di bidang penyidikan.
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3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

A. Struktur Organisasi

Kepala Kejaksaan Negeri
Abdullah Noer Deny, S.H., M.H.

Kasubbag Kasi Tindak Pidan Kasi Tindak Pidan Kasi Perdata Tats Kasi Pengelolaan|
Pembinaan Kasi intelejen Umum Khusus Usaha Negara Barang Bukti dan

Dian Aprilia, S.H., Erik Yudistira, S. Muhammad Budi Ahmad Hasan Bas Ricca Yulisnawati Barang Rampasa
M.H. Arifin, S.H. S.H., M.H. S.H., M.H. Ditta Ardian, S.H.
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B. Tata Kelola

Pada bagian struktur organisasi, penulis ak@nguraikan tata kelola pada
bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada bagian Pidana
Khusus yang selanjutnya disingkat Pidsus dalam melaksanakan tugasnya

memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebjaksanaan teknis di bidadgktipidana khusus
berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan,
penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, dan
administrasinya;

3. Pelaksana penetapan Hakdanutusan pengadilan, pengawasan terhadap
pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam
perkara tindak pidana khusus serta administrasinya;

4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi
bimbingan serta pehjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara
tindak pidana korupsi, ekonomi, dan tindak pidana khusus yang lain serta
administrasinya;

5. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan
hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindalana khusus dan masalah
hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;

6. Peningkatan kemampuan, &e@mpilan, dan integritas kepribadian aparat

tindak pidana khusus.



[ll. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui
tahaptahap yang telah ditentukan, selgag mencapai tujuan penelitian.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara sebagai

berikut;

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukasengan mempelajari, melihat dan
mengaamlisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan
dengan asaasas hukum konsepsi, pandangan, doktdoktrin hukum,
peraturan perundanghdangan dan sistem hukum gabherkenaan dengan
permasalahan yaittepdekatan masalah secara yuridis normatif yaitu bertujuan
untuk memperoleh pemahaman mengenai pokok bahasan yang jelascdan
mengenai gejala dan objek penelitian yang bersifat teoritis berperdoman atas
kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas dalam penulisan. Penelitian ini tidak bertujuan memperoleh hasil yang
dapat diuji melalui ststik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari
implementasihukum dalam kenyataanatau berdasarkarfakta yang didapat

secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, déaperilaku
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hukum yang didasarkan pada identiskhukum dan efektifitas hukum.
B. Metode Praktek Kerja Lapangan
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan merdeka kerja kampus merdeka ini dilaksanakamdieurun waktu
selama maksimal Bulan, terhitung dari tanggal 11 Oktol0217 14 Februari

2022, program magang ini di laksanakan pada instansi Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung. Hal ini sangat selaras dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Lampung untuk menunjang kegiatan magamgyaemiliki fungsi dan tujuan yang
sangat beguna untuk masa depan ndatang. Oleh karena itieperapan praktik

kerja ini harussejalan sesuai dengan minat para peserta magang kerja kampus
merdeka

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang ini terhitung daenggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 14
Februari2022, yakni dari senin sampai jumat. Penempatan pelaksanaan magang
bertenpat di Instansi Kejaksaan Negeri Bandar Lampuagpung. Adapun data
pelaksanaan kerja praktek sebagai berikut :

Nama Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Alamat : JI. Pulau Sebesi, Sukarame, Kec. Sukars

Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Telepon : (0721) 35131
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Website : http://kejartbandarlampung.kejaksaan.go.
Waktu Pelaksanaan 11 Oktober 2021 14 FebruarR022
Waktu Kerja Senini Jumat

Pukul 08.00 WIB16.00 WIB

C. Tujuan Magang

Dalam proses magang merdeka ini penulis mempunyai tujuan seperti ;

1) Mempunyai manfaat peluang yang lebih besar
Untuk mengenal dunia kerja, Program Magang Merdeka Kampus Merdeka yang
dijalankan selama 6 bulan saya mendapatkan sebuah tujuan awal saya magang
yaitu mengenal dunia kerja yang sebenarnya, dalam hal ini sesuai dengan kinerja
dan kompetensi saya selama di perkuliahan sebagai pembelajaran teori yang
langsung di praktikan di dcia kerja.

2) Menambabh relasi dan llmu Praktik
Alasan lain yaitu agar dapat membangun relasi dengan cara berdialog atau
dengan berbicara dengan rekan kerja atau teman sesama magang untuk
membentuk kerjasama yang baik agar tercipta manajemen kinegabygak
dalam sebuah instansi juga menambah ilmu Praktik sebagai langkah awal dalam
memahami dilematis hukudelam hal implementansi hingga penerapan.

3) Menguasai keterampilan baru
Pekerjaan selama magangkbo hanya fotokopi dokumen saja tetapisér

kemungkinan ntuk saya mendapat pekerjaan yang kurang lebih sama dengan
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karyawan kejaksaan lainnya meskipun dengan porsi berbeda. Nantinya, kegiatan
ini justrumeningkatkan value kepada saya. Sebab dengan mengawali karir lewat
magang, saya dapat mengetahui situasidpekeemahamilar pekerjaan, dan
memahami bagaiman&omunikasi di dura pekerjaan. Hal ini tentu
meningkatkan kualitas saya sebha seorang mahasiswa akhir dan
mempermuda saya dalam bekerja di tempat saya bekegiangutnya.
Pengtahuan seputar hal isaya dapatkan jika saya tidak mencoba tawaran
magang. Apalagi sekarang banyak sekali tawaran magangftegblgraduate
Ketika magang, pastinya ada banyak hal yang jadi tanggung jawab saya sebagai
mahaiswa. Inilah kesempatan yang tepat untuk belajardaapilan baru agar
saya nantinya bisa menjadi tenaga profesional yang jauh lebih baik ditpieanali
calon pelamar yang lain.

4) Memiliki manfaat untuk menambah Curriculum Vitae (CV)
Dalam merekrut calon pegawai, tak jarahgman resourcesnenanyakan
apakahsayasudah memiliki pengalaman kerja. Poin ini tentu tidak dapat saya
miliki jika selama kuliah saya tidak pernah magang atau bekerja. Oleh karena
itu, program magang ini dapat menjadi alternatif untuk mengisi kolom
pengalaman kerja di CV. Seperti yangadisebutkan, magang termasuk salah
satu aktivitas yang dihargai oleh perusahdemgi pelamar kerja. Jika saya
mencantumkan aktivitas magg yang dilakukannya, tentu sageendapatkan
nilai plus dari situ. Meskipubukan menjadi pegawai tetap, tim bersétRD
akan mengapresiasi usaha saya untuk belajar dan saya sudah dapat dipastikan

telah memahami seperti apa suasana bekerja khususiaya bidang yang saya
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pelajari pernah magang maka dari itu ssydah memiliki gambaran mengenai
pekerjaan tersebut, itebih baik dibanding sama sekali tidak mengetahui apa
apa larena belum pernah praktik. sayatu tidak mau melewatkamanfaat
magang yang satu ini.

5) Memiliki manfaat untuk mengetahui ketidaksaian antara teori dan praktek.
Manfaatnya mengetahuketidaksesaian antara teori dan praktek, ngak
diantara mahasiswa yang menjalanmbges magang mengalami perubahan
karena tidak sesuainya teori yang diajarkan dengan praktek yang terjadi. Hal ini
terjadi sematanata bukan karena teorinya yang salah, kapena perubahan
jaman membawa nuansa baru juga paddapa dan cara bekerja di sebuah
perusahaan. Nah, hal inilah yang wajib saya pelajari di proses ma&gaega

hal ini pun tidak saydapatkan di bangku kuliah.

D. Manfaat Magang

1. Meningkatkan kualitas diri
Kemampuan komunikasi tentu akan menindgtaena saya perlu berkoordinasi
dengan pegawai di kantor, hal ini akan sangat berdampak positif ke semua aspek
dalam hidup. Instansi pun akan melihat ini sebagai nilai phtksanumelamar
setelah wisuda dan saya juga dapat meningkatkan personal branding dengan cara
mempelajari berbagai situasi baik itu lingkungan perkuliahan maupun

lingkungan pekerjaan.
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2. Dapat melatih untuk hidup dalam perbedaan

Kantor adalah tempat yang tepatukbelajar renghadapi pekerjaan. Ada banyak
pribadi yang berbeda, sudut pandang yang berlainan, serta bermacam ide yang
dilemparkan. Saat kuliah, walaupun saya diajarkan untuk bersikap kritis dan
berbeda pendap saat berdiskusi, hal ini melatih saya unsekalu terbuka dan
menerima perbedaan pendapat untbklajar menghadapi perbedaan saat
melakukan kerja magang bisa jadi latihan yang baik untuk menghadapi dunia kerja
yang sebenarnya.

. Membaca karakter orang

Salah satu manfaat magang yang perlu kamu tahu adalah bisa membantumu
mempelajari karakter orang lain di kantor. Dengan begitu, kamu jadi bisa tahu
bagaimana cara menyampaikan informasi dengan efektif dan meminimalisir
kesalahpahaman. Hal ini sangat beauukan hanya selama menjalani masa
magang, tapi juga untuk bekal kamu di kemudian hari.

. Melatih bersosialisasi

Ini dia manfaat magang yang selanjutnya. Berdarsama temateman saat
kuliah dengan rekanekan di tempakerja sangatlah berbeda. Di dunia kerja,
seakrab apapun kamu dengan teman di kantor, ada batagesigoaisme yang
harus dijaga. Sebagai contoh separtemiliki teman akrab yang berbeda
departemen, tetapi saat memsakasil pekerjaan mereketap haus bisa bersikap
objektif dan tidak begitu saja menerima suatu laporan hanya&&adian dekat

secara persoha



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Vonis Pidana Atas Tindak Pidana Narkotika Di bawah
Ketentuan UndangUndang Oleh Majelis Hakim

Hakim sebagai penegak hukum yang mempuim@ependensi yang bebas dan

berkeadilan juga melihat dari fakta dari apa yang terbukti diiggemgan melalui

pembuktian. @lam hal pembuktian juga terhadap peraturan atau hukum yang

tertulis yang megaturnya baik itu berasal dari undamgdang maupun pet@an

yang tertulis dibawahnya, dikarenakan negara Indonesia adalah Ggaizaw

yaitu semua hukum merujuk kepada apa yang ditulis secara sah olelgbem

undangundang dan seorangakim harus menjalankan perintah dari undang

undang dengan menganut sskegalitas sebagai pedoman dalam menentukan

penghukuman.

Hukum Pembuktian adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur

tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakalaahatkti yang

sah dan dilakukan tindakdimdakan dengan psedur khusus guna mengetahui

faktafakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian,-syarat

syarat, dan tata cara mengajukarktb tersebut serta kewenangamktn untuk

menerima, menolak, dan menilai suatu pembukfian.

2L Alfitra, Hukum Pembuktian &lam Berbacara Pidana, Riata, dan Korupsi Di
IndonesiaEdisi Revis{Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018, cdf kkim. 48.
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Sementara, jikpengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakarakepad
Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak mekgn suatu tindak pidana, maka
Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat 2 KUHAP.
Sebalknya, kalau kesalahan terdakwagpdt dibuktikan dengan alatat bukti yang
disebut dalam Pal 184, BEr dakwa di ngatakan akaBpadany:
dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
i Ja pkngadilan berpendapat bahwadakwa bersalah melakukéndak pidana
yang didakwakan kepadanya, maka pengadi |l
Oleh karena itu, Bkim harus hathati, cermat, dan matang, menilai, dan
mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum
Akekuat an p ebeMjakiathidaai setiap aldt laukti yang disebut dalam
Pasal 184 KUHAP?
Menurut Yahya Harahap mengenai pembuktian adalah ketekét@ntuan yang
berisi penggarisan dan pedoman tentangcara yang dibenarkan undaangdang
membuktikan kesalahan yang dida&an kepada terdakwa. Pembuktian juga
merupakan ketentuan yang mengatur-alat bukti yang dibenarkan undang
undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikeesalahan yang
didakwakan.
Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain:
a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan
mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa , atau
Penasihat Hkum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti

yang ditentukan oleh undanmdang. Tidk boleh leluasa bertindak dengan
caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam memperguradiabukti,

22 Alfitra, Op.cit him.49.
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tidak boleh bertentangan dengan undandang. Terdakwa tidak bisa leluasa
mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang tela
digariskan undangndang.Terutama bagi Majelis &kim, harus bendsenar
sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang
ditemukan selamgemeriksaan persidangan. Jika Majeligskih hendak
meletakkan kebenaramang ditemukan dalamkeputusan yang akan dijatuhkan,
kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti dengan cara dan dengan kekuatan
pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak
demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah
mendapat ganjaran hukuman;

b) Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan
dalam putusan, harus berdasarkan-alit bukti yang telah ditentukan undang
undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KEHAP.

Sanksi yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 merketntuan minimum dan
maksimal Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa
(extraordinary crim¢ sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa
seperti pemberatan ancaman sanksamad Pengaturan pidana minimal khusus
dalam UU No.35 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan rhakuyang berat

terhadap pelakurtdak pidana narkotika

Bahkan penerapan ancaman pidana minimal pada Udiat@ng Narkotika

menjadi sebuah permasalahan diamtaya:

1. Ada delik yang diberi ancaman pidana minimal khusus. Kebijakan formulasi
demikian merupakan penyimpangan dari sistem Kitab Untbsrtang Hukum
Pidana;

2. Penyimpangan demikian memang dapat dilakukan. Namun, seharusnya disertai
dengan pedoman atau atunaenerapan pidana minimal yang bersifat khusus
pula. Tanpa pedoman/aturan khusus, bisa menimbulkan masalah karena dalam
aturan umum KUHP belum ada aturan pemidanaan untuk menerapkan ancaman
pidana khusus;

3. Tidak adanya aturan khusus untu menerapakan sistemmal itu mungkin
tidak menjadi masalah untuk pelakplgge) yang melakukan delik selesai
(voltooid delictei . Namun, dapat menj adi masal ah
perobaanconcursusrecidive peringanan/pemberatan pidana, daluwarsa, dan

22 M. Yahya Harahg®p.Cit, him. 244,
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sebagalr y a ®@alam kenyataan praktik, akim mengalami kesulitan
menerapkan ancamanidpna minimal ini sehingga ada akim yang
menjatuhkan pidana di bawah ancaman minfhal.

Sebagai pnegak hukum yang palirdjhormati, Fakim juga memutus dalam hal
kebenaran yang akancdiri dalam putusannya, dalam klkim juga memutuskan
dibawah pdana ninimal terhadap pelaku yang melakukan tindak pidaar&atika
yang memvonis dibawah ancaman minimal dan tidak sesuai dengan permintaan
Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutaniyakim menesbos undangindang juga
mempunyai alasan yang begitu rumit antara keadilan dantkepasikum yang
bersumber dari undanghdang atau peraturan tertulis dibawah undardang.
Berdasarkan hal tersebttakim berpegang juga terhadaptysan yang sudah
diputus lebih dahulatau yang biasa dikenal dengamigprudensi. Yurisprudensi
sangatsering dipakai sebagai rujukarakdm dalam memutus bila yang diputus
perkara yang hampir samseperti Tindak Pidana Narkotika. Berikut adalah

beberapa Putusan yang pksandisis dalampenelitian ini sebagai berikut:

Tabel Putusan

No | Putusan Pertimbangan Majelis Hakim

1 | 81/Pid.Sus/2017/PN Kli Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependa
dengan tuntutan, bahwa terdakwa tidak terby
Atas Nama Terdakwai melakukan tindak pidana sebagaimana dakw
Pauji Bin Mandok Penuntut Umum. Adapun terbukti adalah bah
Terdakwa adalah seseorang yang terlibat dal
penyalahgunaan Narkotikaagpg tentunya sebag:
orang yang menyalahgunakan Narkotikakan
memiliki atau menguasai Narkotika tersebut ¢

24Barda Nawawi ArieKKapita Selekta Hukum Pidar{@andungCitra Aditya Bakti,
2013, Cet.3), him.99.
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narkotika tersebut yang dapat saja berasal d
membel i 0.

Menimbang, bahwa berdasarkan faltékta
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bah
Terdakwa bukanlah merupakan orang yan
merupakan korban penyalahgunaan Narkotika
karena dalam hal ini Terdakwa bukanl;
merupakan seseorang Yyang tidak seng
menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperda
ditipu, dipaksa, dan/atau diancam unt
menggunakan Narkotika. Dalam hal ini Terdak
merupakan orang yang terlibat di dalam Bemaan
Narkotika yang direncanakan oleh HERMAN al
GALUH (masuk dalam DPO) dan hal tersel
terjadi atas kanginan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tic
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimé
dimaksud dalam dakwaan Penuntut Wmdan di
sisi lain Terdakwa terbukti melakukan tindak pide
yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum vy;
melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undat
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkot
maka dengan menggunakan ketentuSEMA
03/2015 maka Majéis Hakim akan tetap memutt
berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Uml
namun mengenai pemidanannya, Majelis Ha
akan menyimpangi ketentuan pidana minim
khusus, dengan memperhatikan pemidanan \
umumnya dijatuhkan kepada seseorang VY
bersalah melakukn tindak pidana sebagaimar
dimaksud dalam Pasal 127 Undalbigdang Nomor
35 Tahun 2009 tentang

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fg
bahwa ketika ditangkap terdakwa sedg
menguasaiNarkotika Golongan |, dalam hal i
yang berupa sabweberat 0,0522 (nol koma nol lir
ratus dua puluh dua) gram yang mengandl
metamfetamina dan terdaftar dalam Golonga
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Nomor urut 61 Lampiran Undargndang Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika, makaajslis
Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu ¢
SEMA 03/2015 yang memerintahkan kepa
Majelis Hakim untuk tetap memutus berdasar
Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majq
Hakim akan memilih dakwaan yang pali
mendekati dengan perbuatan terdakwa, yaitu P
112 ayat (1) Undangyndang Nomor 35 Tahun @0
tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud da|
dakwaan kedua .. ... ...

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fak
sebagai berikut:

- fhBahwa pada saat ditangkap ds
selanjutnya dilakukan penggeledahan, pd
diri terdakwa ditemukan barang buk
berupa Narkotika jenis sabu dengan be
netto 0, 0522 (nol koma nol lima ratus d
puluh dua) gram, positihengandung . .

14/Pid.Sus/2021/PN Tjy

Atas Nama Terdakwa

1. Tetes Margana Bin

M.Ruslan Taufik
(Alm)

2. Deny Pratama Bin
Arpani (Alm)

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa tg

terbukti mel akukan pe
melawan hukum melakukan permufakatan jg
memi | i ki Nar koti ka Go

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, nar
berdasarkan fakta di dalam pedangan
kepemilikan para Terdakwirhadap 2 (dua) pake
narkotika jenis sabu tersebut karena Para Terdal
bekerja sebagai sopir sehingga tujuan pq
Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan | j¢
sabusabu hanyalah digunakan sendiri oleh Pg
Terdakva agar tidak mengantuk, pikiran pa
Terdakwa menjadi tenang dan seperti terasa ti
memilik rasa capek, serta bersemangat untuk k
dan mens rea atau sikap batin para Takda
terhadap barang bukti teebut adalah untul
dikonsumsi sendiri sehingga mesrniuat keyakinar
Majelis Hakim bahwa narkotika jenis sabu ya
dimiliki para Terdakwa adalah untuk dikonsun
sendiri oleh Para Terdakwa,;
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Menimbang, bahwa penyalahguna narkot
tidaklah hanya dimaksud untuk orang vya
tertangkap tangan sedang menggunakankotika
saja, hamun juga mencakup orang yang per
menggunakan narkotika untuk waktu yang te
lampau dan juga untuk orang yang kedapa
sedang membel, menerima, menyim
menguasai, membawa, dan memiliki narkotika y|
benarbenar untuk tujuan dignakan bagi dirinya
sendiri dan tidak terlibat dalam peredarég
narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bal
para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dal
kondisi tertangkap tangan bukamerupakan targe
operasi atau pengembangan dari perkdaa, dan
ketika para Terdakwa tertangkap tangan ditemu
barang bukti narkotika jenis sabu seberat total O
gram (nol koma lima tujuh) gram yang ma
termasuk dalam kategori pemakaian untuk satu I
dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor
0634/RSUBYan/812/11/2020 dan Surat Keterang
Nomor 0635/RSUB/Yan/812/11/2020 diketa
urine para Terdaakwa positif mengandu
methamphetamine.

Menimbang, bahwa mencermati isi Surat Eda
Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2
dalam rumusan hukum rapat ple kamar
Mahkamah Agung tahun 2015, rumusan Kkat
pidana angka 1 narkotika disebutkan bah
AHaki m memeri ksa dan

didasarkan kepada dakwaan jasksa Penuntut Ur
(Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa menda
pasal 111 atau Pasal 112 dangUndang Nomor
RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika nam
berdasarkan fakta hukum yang terungk
dipersidangan terbukti pasal 127 Undahigpdang
RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ys
mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terby
sebagai pemakadan jumlah relatif kecil (SEM/
Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim harus mem
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sesuai surat dakwaan tetapi dakwaan tetapi dé
menyimpangi ketentuan pidana minimum kht
dengan membuat petimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikam
Suat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomo
Tahun 2015 tersebutmeskipun dalam hal in
Majelis Hakim menyatakan tentang perbutanr
memenuhi unseunsur dalam dakwaan Pasal 1]
Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) undangdang
nomor 35 tahun 2009 tentang narkatjlakan tetap
karena dalam perkara ini kepemilikan pa
Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu terse
dimaksudkan untuk dikonsumsi para Takda
sendiri yang mana Majelis &kim berpendapa
bahwa Para Terdakwa sendiri yang mana Maj¢
Hakim berpendapabtahwa Para Terdakwa terbuk
merupakan penyalahguna narkotika golongan | b
diri sendiri yang mana sebenarnya diatur d
diancam pidana dala Pasal 127 ayat (1) huru
undangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tents
Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dendgdmhanmad Rifani Agustam S.H, barka
Jaksaatau penyidik melakukapenuntutan barang bukti dibawah 5 lgmé gram)
dibuktikan dengan pasal 112 dalam Undahglang Narkotika Nomor 35 Tahun
2009dengan alasan pertimbangaandidak ada satupun saksi baik saksi lapangan
maupun saksi lainnya yangsh membuktikan barang bukti (narkoba) dipakai
oleh dirinya sendiri Tapi kalau Hkim ada SEMA atau aturannya sendiri
berpatokan pada SEMA Nomor 4 Tahun 20Hakim membuktikan engan
minimal duaalat bukti dan keyakinanny#etapi atas keyakinan mereka barang

bukti itu dilihat dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan mereka meyakini bahwa
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pelaku adalah pengguna terakhir, tapi mereka bisa memvonis itu dibawah ancaman
tetapi tetap dibukti&n Paal 112.SEMA dibuat untuk mengisi kekosongan hukum

dan klasifikasi penguna SEMAsebagai pendamping dan sering melakukan suatu
terobosan hukum. SEMA dibuat untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak rancu
dalam suatu perkara pada atur&mBEMA selalu berdampingan dengan undang

undangdan melengkapindangundanguntuk mendekati keadilan

Kalau setiap orang yang memegang narkotika ditengah jalan yang sekali pakai
dibawah lima gram dikategorikaselalu pemakaberdasarkan Undardgndang
Narkotika akan tida adil dan harus méiat dari kasus per kasus.alBva
bersangkutan tidak ada niat untuk mengedarkan lagi dan terikat jaringan luas maka
diterapkan SEMA tersebutlakim harus aktif dalam melihat faktakta yang

terjadi di persidangan self®EMA sangat kuahisa menentukan aturannya sendiri.

SEMA itu untuk imum dan selama tidkamenabrak Undangndang Khusu$®

Penggunaan SEMA tersebut juga untuk menjamin keadilan pada setiap orang yang
divonis dibawah minimal dengan alasalasan kemanusiaan, untuk menjadikan
terdakwa lebih baik, dan tidak sematata hanya menghukum berat atau dengan

pidana minimal dikatakan adil.

Menurut Prof. Dougl as N. Hu s akdeldydgon Cr ai g
law cannot be construed merely as a fidelity to statutory law, but rbe

understood as fidelity to the principle

25 Hasil wawancara dengan Muhamaad Rifani Agustam. Jaksa pada Kejaksaan Bandar
Lampung, Rabu, 1 Desember 2021.
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(kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan sermadta sebagai kebenaran Undang
Undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari

UndangUndang.

Kemudian menurutEka Aftarni, S.H., M.H, tapi rataata mereka ada yang
dilakukan indikasi pengguna terlepas pelaku menggunakan sekali atau dua kali atau
tiga kali, kategori pemula, éanya adanya permuftin jahat.Dalam putusan
Hakim yang peting Jaksanya menuntut dalam Pasal 112 Undadndang
Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, tetapi dalastrafmachtatau penjatuhan
hukuman yandidak sesuai berdasarkdari barang bukti. Ada yandjjebak, atau

ada apabila jumla narkotika lebih dari 5 gr (limgram) biasanya ada indikasi

penjual. Diihat dari barang bukti melihatrdaens ressecara kasuistisnya.

Akan tetapi kala residivistidak bisa dan harus pertama k&lakim boleh menilai
salah atau tidak, apapun aturannya boleh disimpangi dalam keadaatu demi
kemanusiaan dan efektif terhadaptan pemidanaamakim tetap memusisesuai
dengan Pasal 183 KUHABpa yang dilakukan oleh penyidik di validakh jaksa
dan diuji lagidi pengadilan dan apakah terbukti terdakwa melakukan perkara yang

dituduhkar?®

Menurut Achmad Baharuddin Naim, S.H.,Mbahwa Fungsi SEMA tidaltoleh
menggeser Undargndangdan sepengetahuan beliau dalam bersidang acuan acara

KUHAP terkadang dibuat juga diluar Kitab Undadgdang Hukum Acara Pidana

26 Hasil wawancara dengan Eka Aftarini, Jaksa pada Kejaksaan Bandar Lampung, Senin,
6 Desember 2021.
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seperti Undangndarg Tindak Pidana Korupsi secara formil, ada hal yang kurang
jelas/multitafsir adanya cela dan undamglangtidak sempurna timbul banyak
permasalahapermaslahan dalam kondisi riil dan balik ke KUHAP tidak ada yang
pasti dan SEMA memberikan panduan. SEMAuk memecahkan rsalah yang

sifatnya multitafsidan mengisi cela/kekosongah.

Berdasarkan hal tersebut, makanplis berpendapatian melihat pertimbangan
Hakim dalam bebapa putusan yang ditemukan damigprudensi yang dimaksud
adalah Surat EdaraMlahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa Tindak Pidana Narkotika
selalu menjadi perdebatan antara pengguna dan pengedaybidalm Pasal 112

dan 114 Undangyndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka
pertimbangan dari melalui SEMA tersebut menjadi terobosan karunenjadi
penemuan hukum olehadim dalam mengadili perkara Narkotika, menurut hemat
penulis, bahwa dilihadari faktafakta yang terungkap di pedangan menjadi

faktor-faktor penentu pelaku bisa dikenakan hukuman berat maupun ringan.

Dari 2 (du@ putusaryang menjadi rujukan penulis, Majelimkim memakai Surat
Edaran Mahkamah Nomor 03 Tahun 2015 menjadddaan pijakan dalam
memutus dan berbagai jenis pelaku yang memakai dengan alasan untuk

bersemangat kerja, baru mencoba sekali pakai, dan kepentingan yang dimiliki

27 Hasil wawancara dengan Ahcmad Baharuddin Naim, Haklimocpada Pengadilan
Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Senin 06 Desember 2021.
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lainnya yang hanyaukup untuk diri sendirdan menjadikan hukum pidana lebih
progresif danitlak hanya pembalasan semata dan harus memanusiakan manusia

untuk menjadikan pelaku yang melakukan kejahatan narkotika lebih edukatif.

Bahwa dalam hal Jaksa Penuntut Umum memiintzadapan Majelis Hakim untuk
memutus Pasal 112 atau Pasal 111 dalam Undmigng Narkotika Nomor 35
Tahun 2009 akan tetapi dengan pertimbangan Majelisakiin dan fakta
dipersidangan bahwa tidak layak pemakai narkotika yang baru sekali pakai, atau
mens reaatau sikap batin yang diperuntukkan bukan untuk kejahatan menjadi
alasan yang meringankan untuk pertimbangan majelis, dan tidak sem@otas
terhadap hukuman tetapi carakiim mempertimbangkan secara adil dan gm&n
kekosongan atau cela dari undamglang bila terjadi kerancuaiMaka dari itu
ketentuan hukumannya dilihat dari Pasal 127 akan tetapi harus dibuktikan terlebih

dahulu Pasal 112.

Hal ini juga diperkuat dengan KompilasiuRusan Hsil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Republik Indonesia yandpkisanakan pada tanggal-224
November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, dan telah menghasilk

beberapa rumusan hukum yaitu:

i H a kboleh menyimpangi ketentuan minimum piddaa Pasal 112 Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2009, diubah menpshjatuhan pidana dalam Pasal
127 ayat (1) Huruf a Undangndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dapat diterapkan terhadap terdakwa yang terbukti melanggar Pasal
112 Ayat (1) walaupun urine pelaku negatif mengandung zat narkotika, dalam
hal terdapat keadaan sebagai berikut:

1. Sabusabu (Narkotika) yang dikuaspelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram;
dan
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2. Mens rea pelaku, bahwardamt i ka tersebut di unakan

B. Independensi Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana
Narkotika dibawah Ketentuan Undang-Undang

Mengenai Independensi Kekuasaaagh&kiman yang dijamin oleh hukum dan
peraturan Perundangdangan seperti yang diatur dalam Undaimglang Nomor
49 Tahun 2009 dan peraturpelaksanaan yang melekat pada Haklakim di

Pengadilan.

Adanya indpendensi ldkim dalam menjalankafungsi Kekuasaan ¢hakiman
melalu badanbadan peradilan negara dimaksudkgar Hakim benaibenar dapat
mandiri, bebas dan merdeka dari segala cartgngan yang dapat mempengaruhi
fungsinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

dihadapkan kepadanya.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PWI2006, kemerdekaan
tersebutitdlak pernah diartikamengandung sifat yang ntlak, karena dibatasi oleh
hukum dan keadilan. Kemerdekaamkin tersebut bukan merupakanvilege
atau hak istimewa &kim, melainkan merupakan hak yang melekati¢pensable
right atau inherent right pada Fikim dalam rangka menjamin pemenuhan hak

asasi danwarga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak

28 Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Hukum Pidana Mahkamah Agung
Republik Indonesia, cet. 5, diterbitkan Sathriat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.

k



55

(fair trial). Independensi peradit yang disinggung tersebut &taindependensi
peradilan dalam segala ranahnya, baik independensi konstitusional, independensi

personal, independenseaturan yang mengaturnya, dan independensi substantif

Menurut Paulus E. Lotulung, batasan atau ramdvambu yang harus dingat dan
diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama -atuwiram

hukum itu sendiri. Ketentuaketentuan hukum, blaisegi prosedural maupun

substansial atau matémnerupakan batasan bagi Kekuasaah#kiman agar dapat

melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak secara
sewenangve nang. H a ksubandinatea | ppahd afi hukum dan t i
bertindakiicontra legero . Dan selanjutnya Ibhasandan ki t a ¢

independensi seorangkim diikat dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas.

Sehubungan dengan Independensi Hakim juga berkaitan ddtgamalitas

Hakim itu sendiri. Independensi dengan demikian bukan temuan baru yang
dilekatkan menjadkeharusan etis atau hukum padakhh, tetapibuild-in dalam

diri Hakim, kokoh tidaknya indegmdensi Hkim sangat tergantungada
personalityHakim bersangkutan. Hakigang cacat moral dan/atau tidak kompeten
adalah hakim yang rapuh. Cacat moral, berarti tersandera atau tidak merdeka karena
kecacatannya. Tidak kompoten di bidangnya, berarti tidak memiliki keyakinan

keilmuan yang kuat sehingga mudah goy4h.

29Dr. Suparman Marzuki, S.H., MKgtkuasaan Kehakiman Independensi, Akuntabilitas
dan Pengawasan Hakinbialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial,
Sekretariat Jenderal Komisudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012, him.290.
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Berdasarkan Kaus Besar Bahasa Indonesia, personalitas diartikan sebagai
keseluruhan reaksi psikologis dan sosial seseorang individu, sintesis kehidupan
emosionalnya dan kehidupan manya tingkah laku dan reaksinyarhadap
lingkungan.Dengan demikian, personalitaghkim seb@aimana sikap atau reaksi
Hakim (baik reaksi sikologis atau sosial) terhadap suatu perkara yang ditanganinya
(lingkungan).

Dalam hal memutus suatu perkara pada prinsipnyadillan pada aturan hukum
yang mengatur permasalahan yang akan diputush aksapi seorang &kim
menjatuhkan sebuah pustan terdapat faktdaktor diluar hukum yang berkaitan
dengan personalitasadim.

Menurut Shimon Shetreetnembagi elemen dafthdependence of the judiciary
menjadi 2 (dua) aspek, yaitu: (B)e independence of the individual judgten(b)

The collectiveindependence of the judiciary as a bodigdependence of the
individual judges meliputi: (a)substantive independencikebebasan dalam
mengambil keputusan dan berbagai kewajiban yudisial); danpéogonal
idependencdsecara personal tidak tunduk pad&uasaan manapun melainkan
hanya pada hukuni.

Adapun secara konkret tugaakim dalam mengadili suatu perkara melalui 3 (tiga)

tindakan secara bertahap:

30 Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Madé, | dzo dzy 3 y HakiMEenstitudi Tethadap Praktik Judical
Activsm di Mahkamah Kstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003
H n M Pusat Penelitian dan Pengkajian Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.
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a. Mengkonstatir yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa
yang telah diajukan paphak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa
konkret itu harus dibuktikan terlebih lualu, tanpa adanya pembuktiargkim
tidak boleh menyatakan suatu peristiva konkret itu bbeaar terjadi.
Mengkonstatir peristiwa berarti juga menganggap tédabuktinya peristiwva
tersebut;

b. Mengkualifisir yaitu menilai peristiwa yang tekah dianggap béxesrar terjadi
itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata
lain adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonst
dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut;

c. Mengkonstituir yaitu ldkim menetapkan hukumannya dan memberi keadilan
kepada yang bersangkutan. Hakim mengambil kesimpulan dari quiemysse
mayor (peraturan hukumannya) dgremsse minor(peristiwarya). Dalam
memberikan putusan, akim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya
diterapkan secara proposional yaitu keadilan, kepastian hukumnya dan

kemanfataannya.

Bahwa Indonesia menganut sistem Mengkonstiaitu melihat dari peturan

hukumannya dan bentuk penggambaran perisitiwa, yang menjadikan putusan yang
diputus dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat, dan Tuhan Yang

Maha Esa.
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Secara tidak langsung adm dalam membuat putusan dengan 2 (dua)

pertimbangan utama, yaitu:

1. Pertimbangan atas fakta di persidangan dan pertimbangan hukumfaiaita
di muka persidagan yang dipertimbangkan olehalkim harus dipilah lagi
menjadi 2 (dua), yaitu fakta hukum selalrus didasarkan oleh adanya minimal
2 alat bukti danigerkuat pula dengan keyakinaakim. Fakta non hukum harus
dikesampingkan karena tidak perlu dipertimbankan dalam mengambil
keputusan;

2. Pertimbangan hukum atas fakta hukum yang telah dikonstatir katakidian
dikualifisir sebagai suatu peristiwva hukum tertentu, sebelum pada akhirnya
mengkonstituir hukumny2t,

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan Gkdrge Everson

pada tahun 1919 mengenai pertimbanganuhukian penjatuhan putusaada

PengadilanNew York ditemukan bahwa pemberian pertimbangan hukum dan

penjatulan putusan yang dilakukan olelakim lebih berpusat pada personalitas

Hakim dibandingkan dengan pendekatan prinsip hukum yapgt diiterapkan

dalam mengimplenrgasikan hukum/ peraturan.

Dalam hal independensiaiim juga kebebasannya dalam memutuskan apakah

putusan itu layak atau tidak bila diterapkan dalam putusan yang akan dibuat, apalagi

31 Marihot Janpieter HutajuluFilsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim
Refleksi Hukum Jurnal ilmu hukum, Vol.9, No.1, April 2015,hIm.95.
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memutuskan dalam tindak pidana yang sifatnya khusus, sistematis, ddén mas

seperti tindak pidana narkotika

Hal ini juga dipengaruhi oleh faktdaktor yang nempengaruhi Penegakan Hukum
untuk menegakkan keadilan walaupun kepastian hugum terhadap legalitas
minimum undangindang menjadi tidak seai. Maka secara Kebebasa@akkin
dalam meminimalisir adanya ketidakadilan juga melihat dari fE&a yang

terungkap di persidangan dan alasan kemanusiaan

Kebebaan dan independensi kepadakhh dalam mengadili suatu perkara
termasuk dalam hal ini perkara pidana, serta tidak batitmya intervensi dari
pihak manapun dalam memutuskan suatu perkara. Faktay snenjadi dasar
pertimbangan BEkim di dalam mengadili perkara adalah faletlta hukum dari
hasil pembuktian yang ada serta keyakinan dan pemahé&takim terhadap
peristiwa ata nilai-nilai keadilan yang terjadi dan terbukti di dalam persidangan,
termasuk penilaian terhadap el yang memberatkan dan meringkan masing
masing terdakwa yang secara otorisigeroleh dari hasil penilaianakim setelah

mempertimbangkan dari perspié filosofis, sosiologis, dan yuridi&.

Lebih lanjut menuruAchmadBaharuddinNaim, S.H., M.H, independensdak
ada intervensi dari atasan daaktn tidak melalui stem komando, lean tetapi
bentuk independensidiim yang bertanggung jawab dalamembuat putusan dan

sesuai fakta yang ada. Independensi yang dimaksud dalam memutus perkara, bukan

32 galinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/R(Wl1/2020.
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semua hal adalah independensi. Independensi sebatas pada saat meatwtus su
perkara, dan masing masingkim pun ada independensi yang biasa kita kenal
adany dissenting opinionatau perbedaan pendapat Majelisakim, dan
berhubungan jugaethgan personalitasakim. Independensi bukanlaleltebasan
yang sebesdresarnya danesara gad besar Penuntut Umum dan Penasihat

Hukum bersifasuljektif dan Hakim posisi dtengah yaitu bersifat independ&h.

Dalam pembahasan penulis bersandar pada teori yang dikemukakan oleh Gustav
Radbruch yaitu tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfataan, dan kepastian

hukum. Pembahasan ke dalam tiga teori ini merupakan kesatuan yang sulit

dipisahkan dalam nawacita hukuretapi tidak selamanya tiga teori beriringan

dengan baik.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan
pedoman bagi masyarakat yang dikenakan suatu peraturan. Pengertian kepastian
tersebut dimaknai bahwa ada kejelasan dargkssn terhadap berlakunya hukum

di dalam masyarakat. Agar tidak menimbulkan banyak multi dan salah tafsir.

Berbicara tentang kepastian hukum dalah mengenai bahwa hukum dapat berfungsi
sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadamdregai
tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana noomaa atau materi muatan

dalam peraturan tersebut memuangip-prinsip dasar hukum

33 Achmad Baharuddin Nai®p.CitSenin, 6 Desember 2021.
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Begitu juga keadilan yang merupakan tonggak dari permasalahan hukum yang
terjadi baik dari segi penegak hukum,dangundang/peraturan ataupun faktor
lainnya keadilan juga melihat fenomena ini sebagai gejala sosial yang terjadi di

masyarakat agar adanya kemanfataan hukum dalam dua asas ini.

Maka independesi Hakim hanyalah sebataara Hakim membuaputusan yang

adil dan bijaksana dan dalam hal pemenuhan kemanfataan, kepastleaddan
terhadap hukum juga dalagpandangan Gustav Radbruaitan sulit terealisasikan
karena seringnya pertentangan antara ketigs @saakan tetapimerupakan
harmonisashukum dalam penerapan hukum di Indonesia, artaka terpenuhi
semua bisa jugtidak karena penerapan dengan fakta yang terjadi di masyarakat
yang terkadang tidak sesuai dengan penghukuman yang akan diambil dan ketiga
asas itu bisa salg berentangan antara kepastian hukum@amanfataan maupun

keadilan yeng terjadi di masyarakat.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil peneliiadan pembahasan yeng telataklikan dan diuraikan

penulis,maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan vonisigam Atas Tindak Pidana Narkotika dawah ketentuan
undangundang oleh Majelis Ham menjadi sebuah problematikaik segi
keadilan maupun segi kepastian hukum yang membuat ise¥iksa sebagai
Penuntut Umum untuk menuwrttsesuai dengan undangdang dan penegakan
hukum. Begitu juga kurangnya ulaur obat narkoba pada saat tegleap oleh
penyidik yang menggunakan pasal yang sama dengan ancaman pidana yang
sama sehinggtimbulnya ketidakadilan diglaku maupun di mata masyarakat

2. Mengenai ndependensi Hakim menjatuhkan vonis pidana dalam perkara tindak
pidana narkotika di bawah ketentuan undandang yang dalam pertimbangan
hukumyang dilakukan oleh Hakirlakim baik ditingkat Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung haruslah bersubstansi
menutupi celah hukum dalam Undadgdang Tindak Pidana Narkotika dan
hukum bersift progresif dan memanusiakan manusia, cpera dengan
kepastian hukum yang tinggi akan tetagadilan tidak diperhatikan, maka
penegak hukum sama saja mencoret diroiyaata masyarakat dengan alasa

menegakkan hukum sesuai denganeten yang ada di undagdaryg.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Renulis menyarankan untuk merubah tatanan dalam pengambilan pidana dengan
menguji UndangJndang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi agar secara
komprehensif dalam menilai penghukuman dan mempertegasm
pengambilan hukuman agarakim sebagai tonggak hukumshi mengambil
putusan lebih mudah dan siap juga menghadapi @kakanan untuk
mempersiapkan &kim yang progresif dan independen agar kepastian hukum
juga tidak hilang. Dalam hal bisa menguji baik secara formil dan materiil di
Mahkamah Konstitusintuk dubah dan demi terciptanyapastian hukum;

2. BahwaSEMA 04 Tahun 2010 dan SEMA 03 Tahun 20h&ruslah dijadikan
peraturan dan ditambah ke dalam undandang arkotika agar tidaketrjadi
kerancuan hukum dan menjaggpastan hukum dan keadilan di dalam undang
undang, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum yang
tertulis dan SEMA tersebut bisa dijadikan studi banding dalam pengujian
UndangUndang Narkotika selama hal ini menjadi objek keadilankegastian

hukum agar terpenuhi di mata masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Alfitra. 2018.Hukum Pembuktian Dalam Bsrara Pidana, Perdatajan Korupsi
Di IndonesiaEdisi Revisi, Cet,lJakarta, Raih Asa Sukses.

Farid, Andi Zainal Abidin1995.Hukum Pidand, Jakarta Sinar Grafika

Harahap, M.Yahya. 2005Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, BandiKgsasi, dan Peninjauan Kembali
Jakarta, Sinar Grafika.

Iskandar,Anang. 2020.Politik Hukum Narkotika PT Elex Media komputindo
(Kompas Gramedia)lakarta, Cetakan kesatu

Lamintang, P.A.F, Franciscus TheaojmLamintang. 2014DasarDasar Hukum
Pidana Di IndonesiaCetakan ke, J&arta, Sinar Grafika.

Marpaung, Leder?008.Asas Teori Praktik Hukum Pidap@etakan ke, Jakarta,
Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus
Terhadap Surat Dakwaakkspesi, Putusan PeradilaRT. Citra Aditya Bakti,
BandungCetakan ke4.

Makarao, Moh. Taufik, Dkk2003. Tindak Pidana NarkotikaJakarta Ghalia
Indonesia

Nawawi, Barda, 2013Kapita Selekta Hukum Pidan®T. Citra Aditya Bakti,
Bandung. Cetakake-3.

Reksodiputro, Mardjono1994. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan
Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.



Samosir, C. Djisman2018. Hukum Acara PidanaPenerbit Nuansa Aulia,
Bandung.

Soekanto, Soerjon@016.Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Penegakan Hukym
Cetakan kel4, JakartaRajawali Pers

Supramono, GatoR007.Hukum Narkoba IndonesidakartaPenerbit Djambatan,
Cetakan kes.

Widodo, Dwi. Indah.2019. Hukum Pidana, Narkotika, dan Psikotropjka
R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indongssarabaya

B. Jurnal dan Artikel

Hutajulu, Mariha, Janpieter. 2015. Filsafat Hukum Dalam Putusan
Pengadilan/Hakim Jurnal Refleksi HukumJurnal ilmuhukum, Volume 9,
Nomor 01.

Hatigoran,Yoel2019.Apakah Kredibilitas Hakim Dapat DipertahankaiNebsite
Pusat Studi Bantuanukum

Ngape, Hendrika, Beatrix, Aprilis2018. Akibat Hukum Putusan Hakim Yang
Menjatuhkan Putusan Diluar Surat DakwaBenuntut UmumJustitia Jurnal
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiy@brabaya, Volume 2
No.1

Prayogo, R . PEremapan AsasKépastian Hukum Dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Beracara Dalam
PengujianUndangUndang , J u r mashlhdonesag\iolsl8 Nomor 02.

SiahaanLintong, O, 2006Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia
Hal-hal Yang Harus Diketahui (Proses Berfiki) Hakim Agar Dapat
Menghasilkan Putusan Yang Berkualitagurnal Hukum dafPembangunan
Tahun ke36.

StyayudhadananjayaNyoman. 2014 Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(Integrated Criminal Justice System) Di kaji Dari Perspektif Sub Sistem
Kepolisian,VyavaharaDuta, Volume IX, No.1



C. Undang-Undang

UndangUndang Dasar Tahun 1945.

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

D. Sumber-Sumber lain

Marzuki, Suparman, 201Rekuasaan Kehakiman Independensi, Akuntabilitas dan
Pengawasan HakinDialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi
Yudisial, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan
Pertama.

Majalah Integrito, 20195esak Lapas, Edisi 2.

Pusat Penelitian dan Pdmjian Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jd@k8rta
Pusat Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada,H u b u n g a nlitasPHakins Konsatusi
Terhadap Praktik Judical Activsm di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap
Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 208 1 7 ) 0 .

Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kompilasi Rumusarl Ragiat
Pleno Kamar Hukum Pidana Mahkamah Agungiik Indonesia, cetakan ke
5.

E. Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/RXU/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/RPXWV111/2020
Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Kla

Putusan Nomot4/Pid.Sus/2021 PN.Tjg



Lampiran
Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Kla

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021 PN.Tjg



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN




Menetapkan @ KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANO PESERTA MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG SEMESTER GANJIL TA

202172022 .
KESATU 3™ tapkan P ta magang Merdeka Belajar K P Merd

pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Semester Ganjil TA 2021/2022
sebagai dal 1 an surat keputusan ini;

| KEDUA : Dal 1k X tugasnya nama-nama yang tercantum dalam

Lt keputusan ini  bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Hukum

| Y u 1 2

B

- KETIGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

: Bandar Lampung
: § November 2021

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
3 NOMOR S3@\  sUN26 12/PP.03.0202/2021

_ KAMPUS MERDEKA PADA KIEJARSAAN NEGER]I BANDAR
= SEMESTER GANJIL TA 202172022

Daftar Peserta Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

S Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
> Semester Gangil TA 2021/ 2022

. NAMA i NiM INSTANSE l
, Citra Yurniartha Butarbutar | 1812011045  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
 Nurul Restu Azyanti . 1812011010 _ Kejaksaan Negeri Bandar Lampung |
Buma Alfian 1912011359 Rejaksaan Negern Handar [ampung
Salsabila Haningrahano T 1912011257 | Kejaknaan Neger Handar Lampung |
Wahyu Budianto T 1812011058  Kejaksaan Negen Bandar Lampung |
Annisa Kurnia Setian 71812011179 _ Kejaksaan Neger Bandar Lampung |

o K Gembira Sitorus | 1812011258 _ Kejaksaan Negen Bandar La
. LT} TR [ 1812011299  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung |




SURAT PENGANTAR MAGANG




SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI







_~ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
g putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Kla

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PAUJI Bin MANDOK.

2. Tempat lahir : Punduh Pidada (Padang Cermin).

3. Umurftanggal lahir : 30 Tahu/20 Februari 1986.

4. Jenis Kelamin . Laki-laki.

5. Kebangsaan . Indonesia.

6. Tempat Tinggal : Dusun Suka Bandung, Desa Tarahan,
Kecamatan Katibung, Kabupaten

Lampung Selatan.

Agama 1 lslam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan . SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6
November 2016.

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2016 sampai
dengan tanggal 16 Desember 2016.

3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak
tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017.

4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak
tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017.

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal
5 Maret 2017.

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 1 Maret 2017
sampai dengan 30 Maret 2017.
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7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 31
Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN
Kla tanggal 1 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor
81/Pid.Sus/2017/PN Kla tanggal 1 Maret 2017 tentang penetapan hari
sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUJI Bin MANDOK telah terbukti bersalah secara
sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan | bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun
dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6
(enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika Golongan |
jenis sabu berat netto 0,05222 gram.

- 1 (satu) buah handphone.

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2000,00 (dua ribu rupiah)
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Setelah membaca pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang

pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara
dengan sedail-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan

pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PAUJI Bin MANDOK pada Hari Sabtu tanggal 15
Oktober 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain
antara Bulan Oktober 2016 bertempat di parkiran SPBU Tarahan, Desa
Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda,
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan |, perbuatan mana dilakukan oleh
Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB
Terdakwa didatangi oleh saudara HERMAN alias GALUH (DPO) di sebuah
warung di samping rumah kemudian Terdakwa diajak main ke parkiran
SPBU Tarahan, Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan dengan
maksud untuk meminta tolong membeli sabu yang rencananya akan
dikonsumsi bersama pacarnya. Selanjutnya saudara HERMAN alias
GALUH menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Setelah menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari
saudara HERMAN alias GALUH, Terdakwa berangkat mencari sabu
tersebut kepada teman Terdakwa tetapi tidak dapat. Kemudian Terdakwa
menemui saudara HERMAN alias GALUH tetapi saudara HERMAN alias
GALUH tidak mau menerima uang tersebut. Saudara HERMAN alias
GALUH memaksa Terdakwa untuk mencari kembali dikarenakan saudara
HERMAN alias GALUH mau mengkonsumsi sabu tersebut.

- Dikarenakan dipaksa dan tidak enak, Terdakwa akhimya mencari kembali
sabu tersebut. Terdakwa membeli kepada teman Terdakwa di warung tuak
di daerah Umbul Kidul, Desa Parda Suka dan bertemu dengan saudara
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SAPAR kemudian Terdakwa meminta tolong dengan memberikan uang
sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian,
saudara SAPAR datang dan menyerahkan bungkusan plastik yang berisi

sabu tersebut.

- Setelah menerima bungkusan plastik yang berisi sabu dari saudara SAPAR,
Terdakwa pergi menemui saudara HERMAN alias GALUH (DPO) di
parkiran SPBU Tarahan, Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan
hendak menyerahkan sabu tersebut. Setibanya di parkiran SPBU Tarahan,
Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa ditangkap dan
digeledah oleh anggota kepolisian.

- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan di tangan sebelah kanan
Terdakwa, bungkusan plastik berisi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut maka untuk
selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap barang-barang
yang ditemukan tersebut, dan berdasarkan hasil uji laboratoris yang
dilakukan oleh pihak BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris No. 261 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal
18 Oktober 2016, barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu)
bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0522
gram.

- Bahwa berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut maka untuk
selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap barang-barang
yang ditemukan tersebut, dan berdasarkan hasil uji laboratoris yang
dilakukan oleh pihak BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris No. 261 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal
18 Oktober 2016, pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan
bahwa kristal wama putih adalah benar mengandung metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan | Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau
menerima Narkotika Golongan | dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan
| dalam bentuk tanaman tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai surat
lzin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya dan
tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PAUJI Bin MANDOK pada Hari Sabtu tanggal 15
Oktober 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain
antara bulan Oktober 2016 bertempat di parkiran SPBU Tarahan, Desa
Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda,
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan | bukan tanaman, perbuatan mana
dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB
Terdakwa didatangi oleh saudara HERMAN alias GALUH (DPO) di sebuah
warung di samping rumah kemudian Terdakwa diajak main ke parkiran
SPBU Tarahan, Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan dengan
maksud untuk meminta tolong membeli sabu yang rencananya akan
dikonsumsi bersama pacarnya. Selanjutnya saudara HERMAN alias
GALUH menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Setelah menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari
saudara HERMAN alias GALUH, Terdakwa berangkat mencari sabu
tersebut kepada teman Terdakwa tetapi tidak dapat. Kemudian Terdakwa
menemui saudara HERMAN alias GALUH tetapi saudara HERMAN alias
GALUH tidak mau menerima uang tersebut. Saudara HERMAN alias
GALUH memaksa Terdakwa untuk mencari kembali dikarenakan saudara
HERMAN alias GALUH mau mengkonsumsi sabu tersebut.

- Dikarenakan dipaksa dan tidak enak, Terdakwa akhimya mencari kembali
sabu tersebut. Terdakwa membeli kepada teman Terdakwa di warung tuak
di daerah Umbul Kidul, Desa Parda Suka dan bertemu dengan saudara
SAPAR kemudian Terdakwa meminta tolong dengan memberikan uang
sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian,
saudara SAPAR datang dan menyerahkan bungkusan plastik yang berisi
sabu tersebut.

- Setelah menerima bungkusan plastik yang berisi sabu dari saudara SAPAR,
Terdakwa pergi menemui saudara HERMAN alias GALUH (DPO) di
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parkiran SPBU Tarahan, Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan

hendak menyerahkan sabu tersebut. Setibanya di parkiran SPBU Tarahan,
Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa ditangkap dan
digeledah oleh anggota kepolisian.

- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan di tangan sebelah kanan
Terdakwa, bungkusan plastik berisi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut maka untuk
selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap barang-barang
yang ditemukan tersebut, dan berdasarkan hasil uji laboratoris yang
dilakukan oleh pihak BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris No. 261 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal
18 Oktober 2016, barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa: 1 (satu)
bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0522
gram.

- Bahwa berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut maka untuk
selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap barang-barang
yang ditemukan tersebut, dan berdasarkan hasil uji laboratoris yang
dilakukan oleh pihak BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris No. 261 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal
18 Oktober 2016, pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan
bahwa: kristal wama putih adalah benar mengandung metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan | Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan |
bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak

mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
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1. Saksi RENDRA KASIH SETIAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Lampung Selatan.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB
saksi bersama dengan anggota Polri lainnya, di antaranya Saksi
BOBBY HARIS S., melakukan penyelidikan atas adanya informasi
masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa merupakan
penyalahguna Narkotika di daerah Tarahan, dengan cara mendatangi
rumah Terdakwa di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten
Lampung Selatan, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polri lainnya
mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di SPBU
Tarahan, sehingga dilakukan pengintaian di lokasi tersebut, dan dan
sekitar pukul 23.00 WIB diketahui ada Terdakwa di lokasi tersebut, lalu
dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di tangan kanan
Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang
diduga berisi Narkotika jenis sabu, yang mana barang tersebut adalah
adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut dibeli dari
SAPAR (masuk dalam DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu)
rupiah dan akan diberikan kepada HERMAN alias GALUH (masuk
dalam DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau
instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli,
memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

2. Saksi BOBBY HARIS S., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Lampung Selatan.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB
saksi bersama dengan anggota Polri lainnya, di antaranya Saksi
RENDRA KASIH SETIAWAN, melakukan penyelidikan atas adanya
informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa
merupakan penyalahguna Narkotika di daerah Tarahan, dengan cara
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mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung,

Kabupaten Lampung Selatan, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polri Ilainnya
mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di SPBU
Tarahan, sehingga dilakukan pengintaian di lokasi tersebut, dan sekitar
pukul 23.00 WIB diketahui ada Terdakwa di lokasi tersebut, lalu
dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di tangan kanan
Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang
diduga berisi Narkotika jenis sabu, yang mana barang tersebut adalah
adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut dibeli dari
SAPAR (masuk dalam DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu)
rupiah dan akan diberikan kepada HERMAN alias GALUH (masuk
dalam DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau
instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli,
memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB
Terdakwa didatangi oleh HERMAN alias GALUH (masuk dalam DPO) di
sebuah warung di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak
main ke parkiran SPBU Tarahan, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung,
Kabupaten Lampung Selatan dan HERMAN alias GALUH (masuk dalam
DPO) meminta tolong kepada Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang
rencananya akan dikonsumsi bersama pacamya. Selanjuinya HERMAN
alias GALUH (masuk dalam DPO) menyerahkan uang sebesar
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa berangkat mencari sabu
tersebut kepada teman Terdakwa tetapi tidak dapat. Kemudian Terdakwa
kembali menemui HERMAN alias GALUH (masuk dalam DPO) dan
mengembalikan uang tersebut, namun HERMAN alias GALUH (masuk
dalam DPO) tidak mau menerima uang tersebut dan memaksa Terdakwa
untuk mencari sabu.
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- Bahwa dikarenakan ada perasaan tidak tidak enak dengan HERMAN alias
GALUH (masuk dalam DPO), Terdakwa akhimya kembali mencari kembali
sabu yang diminta HERMAN alias GALUH (masuk dalam DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan SAPAR (masuk dalam DPO)
di warung tuak di daerah Umbul Kidul, Desa Pardasuka, dan Terdakwa
meminta tolong kepada SAPAR (masuk dalam DPO) untuk dicarikan sabu,
dengan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang
diberikan oleh HERMAN alias GALUH (masuk dalam DPO).

- Bahwa SAPAR (masuk dalam DPO) sempat pergi sebentar lalu kembali lagi

dengan memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis
sabu.

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa kembali ke SPBU
Tarahan untuk menyerahkan sabu tersebut namun justru ditangkap oleh
pihak kepolisian, di antaranya Saksi BOBBY HARIS S. dan Saksi RENDRA
KASIH SETIAWAN.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di tangan
kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik
yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, yang mana barang tersebut adalah
adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah ataupun keuntungan dari
pembelian sabu tersebut, namun pemah diberi rokok oleh HERMAN alias
GALUH (masuk dalam DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu maupun
jenis lainnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi
yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki,
menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat
berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 261 K/XI/2016/BALAI LAB
NARKOBA tanggal 18 Oktober 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba
Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,
M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, M.Si., selaku pemeriksa, yang
pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 telah
dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus
plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0522 (nol
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koma nol lima ratus dua puluh dua) gram, yang berdasarkan hasil

pemeriksaan, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina
dan terdaftar dalam Golongan | nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti
dengan berat netto 0,0187 (nol koma nol seratus delapan puluh tujuh) gram
dikembalikan ke tempat semula.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 341 AA/I2017/BALAI LAB
NARKOBA tanggal 17 Januari 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan
Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan
RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, MSi., selaku pemeriksa, yang pada
pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 telah
dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus
plastik bening berisikan rambut dengan berat nefto 1,0455 (nol koma nol
empat ratus lima puluh lima) gram, yang berdasarkan hasil pemeriksaan,
barang bukti tersebut negatif, tidak mengandung Narkotika, selanjutnya
sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke tempat semula.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu
dengan berat nefto 0,0187 (nol koma nol seratus delapan puluh tujuh) gram,
yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat nefto 0,0522 (nol
koma nol lima ratus dua puluh dua) gram, setelah dikurangi pemeriksaan
laboratorium.
b. 1 (satu) buah handphone.
yang mana barang bukti tersebut telah diperiihatkan kepada saksi-saksi dan
Terdakwa di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB
anggota Polri dari Polres Lampung Selatan, di antaranya Saksi RENDRA
KASIH SETIAWAN dan Saksi BOBBY HARIS S., melakukan penyelidikan
atas adanya informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa
merupakan penyalahguna Narkotika di daerah Tarahan, dengan cara
mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung,
Kabupaten Lampung Selatan, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya.
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- Bahwa selanjutnya Saksi RENDRA KASIH SETIAWAN dan Saksi BOBBY
HARIS S. mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di

SPBU Tarahan, sehingga dilakukan pengintaian di lokasi tersebut, dan
sekitar pukul 23.00 WIB diketahui ada Terdakwa di lokasi tersebut, lalu
dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di tangan kanan Terdakwa
ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi
Narkotika jenis sabu, yang mana barang tersebut adalah adalah
sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 261
K/XI2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Oktober 2016 dari Balai
Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh
MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, M.Si., selaku
pemeriksa, barang bukti tersebut mempunyai berat netto 0,0522 (nol koma
nol lima ratus dua puluh dua) gram, yang berdasarkan hasil pemeriksaan,
barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar
dalam Golongan | nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti dengan berat
netto 0,0187 (nol koma nol seratus delapan puluh tujuh) gram dikembalikan
dan telah menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari SAPAR
(masuk dalam DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah
dengan menggunakan uang dari HERMAN alias GALUH (masuk dalam
DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada HERMAN
alias GALUH (masuk dalam DPO) untuk digunakan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 341
AA/I2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Januari 2017 dari Balai
Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh
MAMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, M.Si., yang
telah memeriksa sampel rambut Terdakwa, tidak terdapat bukti yang
menunjukkan Terdakwa telah menggunakan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi
yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki,

menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
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Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu: Kesatu, melanggar Pasal 114
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua,
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya dakwaan yang menggunakan
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
namun tidak terdapat dakwaan yang menggunakan Pasal 127 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim perlu
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29
Desember 2015 (selanjutnya disebut 'SEMA 03/2015”).

Menimbang, bahwa di dalam SEMA 03/2015, pada angka 1, ditegaskan
bahwa rumusan hasil rapat pleno kamar diberlakukan sebagai pedoman dalam
penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan
banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan

peradilan tingkat pertama dan banding.

Menimbang, bahwa di dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Repulik Indonesia Tahun 2015, pada bagian A, tentang
Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada angka 1 tentang Narkotika, dirumuskan

sebagai berikut:

"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4)
KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau pasal 112 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan
fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mana pasal ini tidak
didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif
kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat
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dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus

dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam SEMA 03/2015 tersebut, maka
untuk pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang
didakwakan oleh Penuntut Umum, dan selanjutnya apabila dakwaan yang
didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim
akan mempertimbangkan tentang kemungkinan apakah dalam perkara aquo
Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila
Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut,
maka dalam perkara aquo, sesuai dengan SEMA 03/2015, Majelis Hakim akan
tetap memutus berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai
pemidanaannya, Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum
khusus, dengan memperhatikan pemidanan yang umumnya dijatuhkan kepada
seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa
karena Terdakwa didakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat altematif,
maka sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang
terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya fakta
bahwa ketika ditangkap pada diri Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1
(satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netfo
0,0522 (nol koma nol lima ratus dua puluh dua) gram, yang positif
mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan | nomor urut 61
Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
memperhatikan pula Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan
memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal
112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
yang unsur-unsumya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

3. Menmiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.
4. Narkotika Golongan | bukan tanaman.
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